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KATA PENGANTAR

Mengacu pada pedoman Renstra dalam Permen PPN/Kepala Bappenas No. 5 Tahun 2014 tentangPedoman Penyusunan dan Penelaahan Rencana Strategis Kementerian / Lembaga ( RENSTRA K/L) 2015-2019, Review Pertama Renstra Mahkamah Agung RI Tahun 2015-2019 dan Perubahan paradigmatatakelola pemerintahan menuju tata kelola pemerintahan yang baik ( good governance) dalam berbagaiaspek salah satunya telah mendorong pelaksanaan penerapan sistem akuntabilitas kinerja penyelenggaranegara yang terintegrasi sebagai bahan instrumen utama pertanggungjawaban pelaksanaanpenyelenggaraan pemerintahan. Sebagai salah satu unsur penting sistem ini, Rencana Strategis merupakaninstrument awal untuk mengukur kinerja setiap instansi pemerintah baik terkait pencapaian visi, misi,tujuan maupun sasaran yang telah ditetapkan organisasi.Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019 adalah tahapan ketiga dariRencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025 yang telah ditetapkan melaluiUndang-undang Nomor 17 Tahun 2007. Dengan mengacu UUD 1945 dan UU Nomor 17 Tahun 2007tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional(RPJMN) 2015-2019 disusun sebagai penjabaran dari Visi, Misi, dan Agenda (Nawa Cita) Presiden/WakilPresiden, Joko Widodo dan Muhammad Jusuf Kalla, dengan menggunakan Rancangan Teknokratik yangtelah disusun Bappenas dan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN)2005-2025. Rencana Pembangunan  Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019 adalah pedomanuntuk menjamin pencapaian visi dan misi Presiden, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional(RPJMN) sekaligus untuk menjaga konsistensi arah pembangunan nasional dengan tujuan di dalamUndang Undang Dasar 1945 dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005–2025.Perlu diperhatikan bahwa visi yang terdapat dalam blueprint diperuntukkan untuk 25-30 (duapuluh lima sampai tiga puluh) tahun ke depan. Sementara visi K/L yang dikehendaki dalam Renstrasebagai bagian dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) dibatasi sampai akhirmasa penggangaran atau 5 (lima) tahun ke depan. Sehingga perlu revisi untuk mewujudkan VisiMahkamah Agung dalam 5 tahun.Renstra Pengadilan Agama Manna tahun 2015-2019 ini telah disusun dan disinkronisasikandengan RPJMN tahun 2015-2019 (Peraturan Presiden Nomor 2 tahun 2015 tentang RencanaPembangunan Jangka Menengah Nasional 2015-2019) dan Reviu Pertama Renstra Mahkamah Agung2015-2019. Penyusunannya diupayakan secara optimal, namun kami menyadari apabila masih adakekurangan, maka tidak tertutup kemungkinan adanya perbaikan-perbaikan yang disesuaikan dengankebutuhan mendesak/ prioritas dan kebijakan pimpinan Pengadilan Agama Manna. Semoga Renstra inibenar-benar bermanfaat dalam mendukung visi Pengadilan Agama Manna yaitu terwujudnya “Pengadilan

Agama Manna Yang Agung”. Manna, Januari 2016Pengadilan Agama MannaKetua,
Drs. Lazuarman, M.Ag
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BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Kondisi UmumLembaga Peradilan merupakan kekuasaan yudikatif yang mendukung keberadaanNegara Kesatuan Republik Indonesia sebagai negara hukum. Disebutkan dalam Pasal 24 ayat(2) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang telah diamandemenbahwa “Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilanyang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama,lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuahMahkamah Konstitusi.”Sebagai tindak lanjut atas Undang-undang Dasar Tahun 1945 tersebut di atas,  lahirlahUndang-undang Nomor 5 Tahun 2004 (perubahan atas Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985tentang Mahkamah Agung) dan Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004 (perubahan atasUndang-undang Nomor 14 Tahun 1970  tentang Ketentuan-ketentuan Pokok KekuasaanKehakiman).  Dalam Pasal 13 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 dinyatakan bahwa“Organisasi, administrasi, dan finansial Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada dibawahnya di bawah kekuasaan Mahkamah Agung”, hal ini merupakan titik tolak independensidari  seluruh jajaran Peradilan yang selama ini masih terkait dengan kekuasaan eksekutif(bidang administrasi dan keuangan masih ditangani oleh Departemen Kehakiman danDepartemen Agama). Sehingga dengan adanya Undang-undang Kekuasaan Kehakiman tersebutlahirlah apa yang disebut dengan Peradilan Satu Atap (One Roof System).Sementara itu dalam Pasal 13 ayat (3) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004disebutkan bahwa “Ketentuan mengenai organisasi, administrasi, dan  finansial badanperadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk masing-masing lingkungan peradilandiatur dalam Undang-Undang sesuai dengan kekhususan lingkungan peradilan masing-masing”. Sebagai realisasi dari pasal tersebut lahirlah Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006tentang Peradilan Agama sebagai penyempurnaan dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989.Dengan perubahan Perundang-undangan tersebut, maka badan Peradilan Agama yang padasaat itu berada di bawah Depertemen Agama yang ditangani oleh Direktorat Badan PeradilanAgama, setelah bergabung Mahkamah Agung ditangani oleh Direktorat Jenderal BadanPeradilan Agama.Pengadilan Agama Manna sebagai salah satu kawal depan Mahkamah Agung,mempunyai tugas untuk menegakkan supremasi hukum khususnya di wilayah hukumKabupaten Bengkulu Selatan, Seluma dan Kaur di provinsi Bengkulu. Sebagai perpanjangantangan dari Mahkamah Agung RI dan Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu untuk melayani para
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pencari keadilan, Jajaran Hakim dan Kepaniteraan Pengadilan Agama Manna telahberkomitmen untuk menjalankan tugas pokok dan fungsinya sebagaimana yang telahditetapkan dan diatur oleh Undang-undang dan ketentuan peraturan lainnya, secara adil dantransparan. Untuk mendukung pelaksanaan tugas tersebut, jajaran Kesekretariatan PengadilanAgama Manna berpedoman dengan Undang-undang dan ketentuan peraturan lainnya, telahmelaksanakan berbagai kegiatan di bidang kepegawaian, keuangan dan umum. Sehinggakebutuhan untuk pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Pengadilan Agama Manna dapatterpenuhi dalam rangka pelayanan prima dan penegakan supremasi hukum pada KabupatenBengkulu Selatan, Seluma dan Kaur di provinsi Bengkulu.Rencana Strategis Pengadilan Agama Manna tahun 2015-2019 merupakan kelanjutanatas penjabaran visi dan misi Mahkamah Agung yang mengacu Cetak Biru (Blue Print)Pembaharuan Peradilan Republik Indonesia 2010-2035 yang akan menjadi arah dan tujuanbagi setiap pengembangan program dan kegiatan dalam konteks kewenangan PengadilanAgama Manna. Perumusan rencana strategis Pengadilan Agama Manna Tahun 2015-2019dimaksudkan untuk menjadi pedoman dan arah proses pembaruan yang dilakukan PengadilanAgama Manna agar terlaksana secara lebih terstruktur, lebih terukur dan tepat sasaran.Renstra ini memadukan prinsip-prinsip perhatian pada jangka panjang, pengintegrasian tujuandan sasaran dalam hierarki yang jelas, kesadaran akan pentingnya disiplin dan konsistensikomitmen bersama dalam melaksanakannya, serta perspektif eksternal yang bersifat adaptifterhadap perubahan lingkungan. Dengan cara ini, diharapkan akan mampu mendorong parapegawai untuk lebih berperan aktif, serta mengambil tindakan antisipatif ketika meresponberbagai perubahan yang bergerak cepat dan dinamis, baik yang bersifat internal maupuneksternal.Secara garis besar renstra Pengadilan Agama Manna Tahun 2015-2019 memuat duapilar utama program di bidang tugas pokok dan fungsinya, yakni: pertama, program kerjabidang teknis yudisial, dan bidang non teknis yudisial. Program kerja bidang teknis peradilanmerupakan tugas pokok dan fungsi Pengadilan Agama Manna yang berhubungan langsungdengan kebutuhan masyarakat dalam penyelesaian perkara. Program di bidang ini tidak secaralangsung berkaitan dengan pengelolaan anggaran, namun langsung bersentuhan dengankepentingan masyarakat dalam memperoleh keadilan, sementara program kerja di bidang nonteknis peradilan sebagian besar berkaitan langsung dengan anggaran, terutama dalam halpengelolaan prasarana dan sarana penyelenggara pelayanan hukum dan sebagian lagi tidaklangsung berkaitan dengan anggaran, seperti penatakelolaan sumber daya manusia, tatapersuratan, publikasi transparansi informasi, dan lain-lain
1.2. Potensi PermasalahanDalam rangka melaksanakan fungsi penyelesaian perkara, fungsi pengawasan, mengatur danadministratif secara organisasi, administratif dan finansial, melalui Cetak Biru Mahkamah
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Agung 2010-2035 dan Rencana Strategis 2015-2019 sedang dan akan terus melakukanberbagai langkah kebijakan strategis guna mewujudkan visi dan misi serta tujuan organisasi.Pelaksanaan kebijakan tersebut seperti telah disebutkan sebelumnya telah memberikan banyakcapaian dan kemajuan, namun disamping berbagai kemajuan yang telah dicapai PengadilanAgama Manna masih dihadapkan pada beberapa kondisi obyektif yang harus diselesaikan untukmeningkatkan kinerja peradilan. Untuk mempermudah identifikasi masalah, dilakukan pemetaanberdasarkan fungsi yang dimandatkan kepada Pengadilan Agama Manna yaitu :
- Penyederhanaan proses berperkara

Permasalahan Tantangan Potensia. Belum adanya pendaftaranperkara secara onlineb. Berkas perkara yangdiajukan masih berbentuk
hardcopy sehingga tingkatkeamanan dokumen kurangterjamin, untuk kedepannyadiharapkan pengajuan berkasperkara secara paperless.

a.  Tidak stabilnya koneksiinternetb. Sering terjadi pemadamanlistrik oleh PLNc. Media penyimpanandokumen(CD/flashdisk/external drive)rentan terhadapvirus/malware dankerusakan fisik.

a. Undang-undang Nomor 4Tahun 2004b. Undang-undang Nomor 14Tahun 2008c. Adanya SK KMA No.I-144/KMA/SK/I/2011

- Manajemen Penanganan PerkaraMasih banyaknya keluhan publik tentang akurasi informasi pada Sistem Informasi Perkara danPutusan karena masih lemahnya kinerja keterbukaan, akurasi informasi dan etos kerja ujungtombak pelayanan publik. Hal ini terjadi karena adanya beberapa permasalahan prosespenyelesaian perkara yang dimulai dengan penerimaan berkas, registrasi, pemeriksaan danpenjatuhan putusan serta minutasi.
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Permasalahan Tantangan Potensia. Masih banyaknya keluhanpublik tentang akurasi informasipada Sistem Informasi Perkaradan Putusan serta tidak adakemampuan untuk mengontrolsecara efektif.b. Adanya beberapa permasalahanproses penyelesaian perkaraseperti kelengkapan berkasperkara yang diajukan bandingyang masih sering belum lengkap.c. Lemahnya kinerja keterbukaan,akurasi informasi dan etoskerja ujung tombak pelayananpublik.

a. Sistem informasi perkara yangada belum terintegrasi dengansistem informasi penerimaanberkas dan penggunaannyabelum efektif (partisipasi tinggitapi tidak ada data compliance)karena proses penyelesaianperkara masih sangattergantung dengan berkasfisik.b. Masih belum optimalnyapemanfaatan teknologiinformasi dalam melakukankoordinasi baik internalmaupun eksternal instansi.c. Belum tersedia cukupanggaran yang diperlukanuntuk pengembangan danpemeliharaan perangkat ITyang sesuai dengankebutuhan.

a. Perkembangan teknologiinformasi yang dinamis.b. Dalam Cetak Biru 2010-2035bahwa teknologi informasisebagai salah satu prioritasperubahan.c. Adanya SK KMA No.I-144/KMA/SK/I/2011.d. Sistem Informasi Perkara SIPP,Siadpae. Agenda penataan ulang prosesadministrasi perkara pada CetakBiru MA 2010-2035.

Penguatan Akses PeradilanGuna membantu masyarakat miskin dan terpinggirkan dalam memperoleh kemudahan aksespengadilan maka Pengadilan Agama Manna menetapkan pelaksanaan berperkara secara cuma-cuma/prodeo kepada masyarakat miskin terpinggirkan dan pemberian pelayanan terpadu gunamembantu penguatan identitas hukum yang bekerja sama dengan Pemerintah Daerah setempatdan Kementrian Agama setempat.
Permasalahan Tantangan Potensia. Pembebasan biaya perkarakepada masyarakat miskinsulit terealisasi dikarenakanpihak yang berperkara belummengetahui atau maluberpekara secara cuma-cuma/prodeob. Belum adanya kerja samaantara Pemerintah Daerah danKementrian Agama setempatdalam pemberian pelayananterpadu

a. Adanya sikap masyarakat yangmalu/tidak yakin bila mendapatperlakuan khusus sebagai orangmiskin.b. Penetapan target perkara belummemanfatkan data potensi perkaramiskin dilihat dari jumlah pendudukmiskin.c. Pertanggungjawaban keuanganuntuk proses penyelesaian perkarayang belum selesai sampai akhirtahun anggaran.d. Masyarakat miskin dan marjinal yangsecara geografis dan ekonomi sulitmenjangkau layanan peradilan.e. Penetapan target lokasi/perkarabelum memanfaatkan luas wilayahhukum pengadilan dan tingkatkesulitan geografis

a. Perma no. 1 tahun 2014tentang Pedoman pemberianlayanan hukum bagimasyarakat tidak mampu dipengadilan.b. UU Nomor 16 tahun 2011tentang bantuan hukum yangdilaksanakan oleh BPHN.c. Menjadi sasaran dalam CetakBiru Mahkamah Agung 2010-2035.d. Menjadi sasaran dalam CetakBiru Mahkamah Agung 2010-2035.
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Penguatan Sumber Daya ManusiaDalam rangka peningkatan pelayanan kepada masyarakat pencari keadilan tidak akan terlepasdari penguatan sumber daya manusia baik yang terkait dengan teknis peradilan maupn nonteknis peradilan. Dalam hal penguatan sumber daya manusia dibidang teknis peradilan makaPengadilan Agama Manna menetapkan kebijakan dilakukan pelatihan teknis bagi aparaturpengadilan baik bagi hakim, panitera maupun juru  sita. Bagi hakim dilakukan pendidikandan pelatihan teknis terkait dengan spesialisasi hakim, contoh diklat sertifikasi ekonomi syariah,sertifikasi mediasi. Bagi tenaga non teknis dilakukan pendidikan dan pelatihan terkait denganadministrasi umum, manajerial dan kepemimpinan.
Sumber Daya Manusia Teknis

Permasalahan Tantangan Potensia. Inkosistensi putusan.b. Sertifikasi SDM Teknis belumberdasarkan mekanismeseleksi.c. Lemahnya pemahamanterhadap kebijakan teknisperadilan.d. Beban kerja belum merataantar SDM Teknis.

a. Pemahaman teknis stafPengadilan Agama Mannabervariasi.b. Kurangnya pelatihan khusus admpengadilan bagi staf PengadilanAgama Manna.c. Belum ada reward punishment bagiPengadilan Agama Manna untukkinerja pengiriman berkas.d. Pengawasan terhadap entri datatidak konsisten.e. Belum ada peta kebutuhan tenagateknis atas beban kerja.f. Belum adanya mekanismesosialisasi dan monitoringterhadap implementasi kebijakantersebut.

a. PP 94 tahun 2012 tentang HakKeuangan dan Fasilitas Hakimyang berada di bawahMahkamah Agung dan SK KMANomor 128 Tahun 2014tentang Tunjangan KinerjaPegawai Negeri diLingkungan MahkamahAgung dan badanperadilan yangada dibawahnya.b. PP Nomor 53 Tahun 2010c. Pola Bindalmin
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Sumber Daya Manusia Non Teknis
Permasalahan Tantangan Potensia. Penempatan Sumber DayaManusia belum menggunakanmekanisme seleksi yangmenekankan pada kompetensi.b. Pola karir yang belum sesuaidengan kompetensi.c. Beban kerja belum merata, adabeberapa posisi yang bebankerjanya sangat tinggi tetapibeberapa posisi lainnya bebankerjanya cenderung rendah.d. Belum terintegrasinya sisteminformasi kepegawaiansehingga manajemen SumberDaya Manusia tidak efektif.

a. Belum ada model dan profilkompetensi untuk seluruhjabatan di Pengadilan AgamaManna dan digunakan sebagaidasar promosi dan pengembangankarier pegawai.b. Aplikasi SIKEP yang ada,pemanfaatannya masih sebataspencarian data kepegawaianberdasarkan kategorikepangkatan, masa kerja, danriwayat jabatan sehingga belummembantu jajaran internalPengadilan Agama Manna untukmelakukan pengawasan,pembinaan, pendidikan, bahkanpromosi dan mutasi.c. Sumber Daya Manusia yangdiusulkan ke Diklat tidakberdasarkan pemetaankebutuhan kompetensi.d. Pengembangan kompetensiSumber Daya Manusia yangdi- Diklat-kan belummemenuhi kebutuhanorganisasi.

a. Undang-undang Nomor 5Tahun 2014 Tentang AparaturSipil Negara.b. Sudah ada aplikasi kepegawaian(SIKEP) di Pengadilan AgamaManna
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Fungsi Pengawasan

Permasalahan Tantangan Potensia. Dengan berlakunya PeraturanPemerintah Nomor 94 Tahun2012 tentang Hak Keuangandan Fasilitas Hakim YangBerada di Bawah MahkamahAgung, maka SK KMA Nomor071/KMA/SK/V/2008 tentangKetentuan Penegakan DisiplinKerja Dalam PelaksanaanPemberian Tunjangan KhususKinerja Hakim Dan PegawaiNegeri Pada Mahkamah Agungdan Badan Peradilan YangBerada di Bawahnya tidakberlaku lagi untukHakim.b. Belum berjalannya sistemevaluasi kinerja yangkomprehensif.

a. Penguatan SDM Pengawasan.b. Belum adanya evaluasi danharmonisasi peraturan yang ada.c. Belum ada kajian mengenaiklasifikasi bobot perkara danukuran standar minimumproduktivitas hakim dalammemutuskan perkara denganjumlah dan bobot tertentu.d. Masih banyak masyarakat belummengetahui dan memahamimekanisme pengaduan.e. Belum adanya regulasi jaminanmengenai kerahasiaan danperlindungan terhadap identitaspelapor pengaduan.f. Belum adanya regulasi sistempengaduan terhadap pelapor yangtidak jelas identitasnya.

a. Peraturan Bersama MahkamahAgung dan Komisi YudisialNomor 02/PB/MA/IX/2012-02/PB/P.KY/09/2012 tentangPanduan Penegakan Kode Etikdan Pedoman Perilaku Hakim.b. Adanya keinginan yang kuatdari Pimpinan untukmewujudkan peningkatankinerja, integritas dandisiplin hakim.c. Telah adanya kebijakanPimpinan dalam penyusunanStandar Kinerja Pegawai (SKP).d. Keputusan KMA RI Nomor076/KMA/SK/VI/2009tentang petunjuk pelaksanaanpenanganan pengaduan dilingkungan lembaga Peradilan.e. Mekanisme layanan pengaduanonline.f. Untuk mendukung tertibadministrasi penangananpengaduan Badan Pegawasanmenggunakan aplikasi berbasisweb dan teknologi client serverserta data base yangtersentralisasi, untukmempermudah pengintegrasiandata (Sistem InformasiPersuratan/Pengaduan; SistemInformasi penelusuranpengaduan/tindak lanjutpengaduan; Sistem InformasiKasus; Sistem InformasiHukuman Disiplin; SistemInformasi Majelis KehormatanHakim; Sistem InformasiWhistleblowing).g. Rancangan perubahan terhadapSK KMA Nomor076/KMA/SK/ VI/2009 tentangPedoman PelaksanaanPenanganan Pengaduan diLingkungan LembagaPeradilan. Penyempurnaan SKKMA Nomor076/KMA/SK/VI/2009
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Pengelolaan Aset, Keuangan, dan Kinerja OrganisasiDalam pengelolaan asset dan keuangan, Pengadilan Agama Manna telah menggunakan kaidah-kaidah yang telah ditentukan oleh pemerintah sehingga dalam dua tahun terakhir ini berhasilmenyusun laporan keuangan yang ikut mensukseskan pencapaian opini WTP (Wajar TanpaPengecualian) laporan keuangan Mahkamah Agung RI.Namun untuk mencapai hasil kerja yang ideal masih menemui kendala dikarenakan paguanggaran Pengadilan Agama Manna belum mencukupi kebutuhan operasional Pengadilan AgamaManna.
Permasalahan Tantangan Potensia. Pagu Anggaran PengadilanAgama Manna belummencukupi kebutuhanoperasional PengadilanAgama Mannab. Belum ada kesepahamanstandar harga barang danjasa internal MahkamahAgung.c. Belum efektifnyaPelaksanaan bimbingan danmonitoring serta evaluasiatas pelaksanaan prosespenyusunan anggaran.d. Belum terpenuhinyakompetensi dan standarSumber Daya ManusiaPengelola Keuangan yangideal.e. Kurang efektifnya hasilevaluasi pelaksanaananggaran dalampenyusunan perencanaananggaran kedepan.f. Kurang efektifnyapengelolaan asetPengadilan Agama Manna.g. Kurang difahaminyamanajemen Hibah.

a. Pengadilan Agama Mannaharus mampu menyusunperencanaan anggaran yangakuntabel dan terukur.b. Adanya TransparansiPengelolaan Anggaran diPengadilan Agama Manna.c. Belum adanya ketentuan daripengguna Anggaran untukmenggunakan standar hargabarang dan jasa yangditetapkan oleh lembaga yangberwenang.d. Kurangnya koordinasi dankesepahaman tentang sistemperencanaan dan pengelolaananggaran.e. Mengefektifkan kinerjabimbingan monitoring danevaluasi pelaksanaanpenyusunan anggaran.f. Kualitas dan kuantitasPengelola keuangan belumsesuai dengan kompetensidan beban kerja yang ada.g. Belum adanya sinergi antarapelaksanaan anggaran danpenyusunan perencanaananggaran.

a. Daftar Isian PelaksanaanAnggaran (DIPA)Pengadilan AgamaManna bebas dari blokir.b. Pagu dan realisasianggaran PengadilanAgama Manna telahditampilkan dalam webPengadilan AgamaManna.c. Adanya komitmen dariunsur pimpinan agarpelaksanaan anggaranberbasis kinerja.d. Telah diterbitkannyasetiap awal tahunanggaran SuratKeputusan SekretarisMahkamah Agungtentang Petunjuk TeknisPelaksanaan anggaran.e. Telah diterbitkannyaKeputusan Sekretaris MANomor166/SEK/SK/XI/2013tanggal 22 November2013 tentang PenetapanUnit Layanan Pengadaan(ULP).
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h. Belum optimalnya analisaresiko terhadap aset miliknegara, sehingga belumpernah ada antisipasiterhadap aset milik negarayang rusak atau antisipasiterhadap potensi terjadinyapermasalahan hukum.i. Pengadilan  Agama Mannabelum memahami dan belummelaksanakan perubahanpola pikir dan budayaberdasarkan nilai-nilaiorganisasi

h. Pelaksanaan anggaran masihberbasis pada indikatoroutput.Telah diterbitkannyaPerma No 2 Tahun 2014tentang Tata CaraPelaksanaan Kerjasamaanatara mahkamah Agungdengan Pemberi Hibah.i. Adanya komitmen unsurpimpinan terhadappengamanan aset.j. Adanya komitmen pimpinanPengadilan Agama Mannauntuk optimalisasi kinerjaaparatur Pengadilan TinggiBengkulu.

f. Telah dibentuknya ULPdi Pengadilan AgamaManna.g. Opini WTP atas LaporanKeuangan MahkamahAgung adanya komitmenpimpinan MahkamahAgung untukmeningkatkan performakinerja.h. Adanya aplikasi SIMAKBMN yang terintegrasidengan aplikasiKomdanas di PengadilanAgama Manna.
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BAB II

VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS

Dalam rangka memberikan arah dan sasaran yang jelas serta sebagai pedoman dan tolok ukurkinerja dalam pelaksanaan kinerja Pengadilan Agama Manna, yang diselaraskan dengan arahkebijakan dan strategi jangka panjang Mahkamah Agung yang telah ditetapkan dalam Cetak BiruMahkamah Agung RI 2010-2035 dan arah kebijakan dan program pembangunan nasional yangtelah ditetapkan dalam Kerangka Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (2015-2019) sebagai dasar acuan penyusunan kebijakan, program dan kegiatan serta sebagai pedomanpengendalian kinerja dalam pelaksanaan program dan kegiatan dalam pencapaian visi dan misiserta tujuan organisasi pada 2015-2019.
Rencana Strategis Mahkamah Agung RI 2015-2019 pada   hakekatnya merupakanpernyataan komitmen bersama mengenai upaya terencana dan sistematis untuk meningkatkankinerja serta cara pencapaiannya melalui pembinaan, penataan, perbaikan, penertiban,penyempurnaan dan pembaharuan terhadap sistem, kebijakan, peraturan terkait penyelesaianperkara agar tercapai proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel, pelayanan

peradilan   yang prima, pengadilan yang terjangkau, kepercayaan dan kekeyakinan publik

terhadap peradilan serta kepastian hukum untuk mendukung iklim investasi yang kondusif.

Untuk menyatukan persepsi dan fokus arah tindakan dimaksud, maka pelaksanaan tugas danfungsi dilandasi suatu visi dan misi yang ingin diwujudkan. Visi dan misi merupakan panduanyang memberikan pandangan dan arah kedepan sebagai dasar  acuan dalam menjalankantugas dan fungsi dalam mencapai sasaran atau target yang ditetapkan.
2.1. Visi dan MisiVisi Pengadilan Agama Manna yang akan menjadi pandangan dan arah ke depan sebagai dasaracuan dalam menjalankan tugas dan fungsi dalam mencapai sasaran atau target yang ditetapkandalam 5 tahun ke depan dan telah ditetapkan dalam Cetak Biru Mahkamah Agung 2010-2035.Visi Pengadilan Agama Manna dirumuskan sebagai berikut :

Terwujudnya Pengadilan Agama Manna Yang AgungVisi dimaksud bermakna sebagai berikut :Menjalankan kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan gunamenegakkan hukum dan keadilan melalui kekuasaan kehakiman yang merdeka danpenyelenggaraan peradilan yang jujur dan adil.
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Fokus pelaksanaan tugas pokok dan fungsi peradilan adalah pelaksanaan fungsi kekuasaankehakiman yang efektif, yaitu menyelesaikan suatu perkara guna menegakkan hukum dankeadilan berdasarkan Pancasila dan Undang Undang Dasar 1945, dengan didasari keagungan,keluhuran dan kemuliaan institusi.
Untuk mencapai visi tersebut, ditetapkan Misi Pengadilan Agama Manna, yaitu :
1. Meningkatkan Kepercayaan Masyarakat Terhadap Sistem Peradilan2. Mewujudkan Pelayanan Prima Bagi Masyarakat Pencari Keadilan3. Meningkatkan Akses Masyarakat Terhadap Keadilan
Penjelasan ketiga misi ini, dalam rangka memastikan “Terwujudnya Pengadilan AgamaManna yang Agung” adalah sebagai berikut:
1. Meningkatkan Kepercayaan Masyarakat Terhadap Sistem PeradilanProses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel merupakan faktor penting untukmeningkatkan kepercayaan pencari keadilan kepada badan peradilan. Upaya untukmeningkatkan kepercayaan pencari keadilan akan dilakukan dengan mengefektifkan prosesperadilan yang pasti, transparan dan akuntabel melalui penyempurnaan sistem kamar,penataan   ulang manajemen   perkara, upaya pembatasan   perkara dan transparansikinerja melalui manajemen perkara berbasis Informasi Teknologi.
2. Mewujudkan Pelayanan Prima Bagi Masyarakat Pencari KeadilanTugas badan peradilan adalah menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dankeadilan. Menyadari hal ini, orientasi perbaikan yang dilakukan Pengadilan Agama Mannamempertimbangkan kepentingan pencari keadilan dalam memperoleh keadilan adalahkeharusan bagi setiap badan peradilan untuk meningkatkan pelayanan publik danmemberikan jaminan proses peradilan yang adil.
3. Meningkatkan Akses Masyarakat Terhadap KeadilanManna memiliki lebih dari 24% penduduk dengan tingkat pendidikan yang rendah danwilayah yang luas sehingga mengakibatkan rentang kendali yang cukup besar. Bagimasyarakat miskin untuk mendapatkan pelayanan tidak mampu membayar pendampingditambah lokasi tempat tinggal yang tidak terjangkau. Pengadilan Agama Manna berupayamemfasilitasi masyarakat miskin tersebut dengan meningkatkan akses peradilan melaluipembebasan biaya perkara, sidang keliling/zitting plaats.

Selain itu untuk membantu penguatan identitas hukum, Pengadilan Agama Manna bekerjasama dengan Pemerintah Daerah setempat dan Kementerian Agama setempat melalui pospelayanan terpadu, berupaya untuk memberikan kemudahan penetapan identitas hukum.
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2.2. Tujuan dan Sasaran StrategisDalam rangka mencapai visi dan misi Pengadilan Agama Manna yang telah dikemukakanterdahulu, maka visi dan misi tersebut harus dirumuskan ke dalam bentuk yang lebih terarahdan operasional berupa perumusan tujuan strategis organisasi.Tujuan strategis merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi yang akandicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahun. PengadilanAgama Manna berusaha mengidentifikasi apa yang akan dilaksanakan oleh organisasi dalammemenuhi visi dan misinya dalam memformulasikan tujuan strategis ini denganmempertimbangkan sumber daya dan kemampuan yang dimiliki. Lebih dari itu, perumusantujuan strategis ini juga akan memungkinkan Pengadilan Agama Manna untuk mengukursejauh mana visi dan misi telah dicapai mengingat tujuan strategis dirumuskan berdasarkanvisi dan misi organisasi. Rumusan tujuan tersebut dapat diuraikan sebagai berikut :
1. Terwujudnya kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan melalui prosesperadilan yang pasti, transparan dan akuntabel.2. Peningkatan Efektifitas Pengelolaan Pekara.3. Terwujudnya peningkatan akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan.4. Terwujudnya pelayanan prima bagi masyarakat pencari keadilan.Dengan indikator tujuan sebagai berikut :No. Tujuan Indikator Target1. Terwujudnya kepercayaan masyarakatterhadap sistem peradilan melalui prosesperadilan yang pasti, transparan danakuntabel

Persentase para pihak yang percayaterhadap sistem peradilan 100%
2. Peningkatan Efektifitas PengelolaanPekara. Persentase perkara yangdiselesaikan tepat waktu 100%3. Terwujudnya pelayanan akses peradilanbagi masyarakat miskin danterpinggirkan Persentase perkara yangdiselesaikan melalui pembebasanbiaya/prodeo 100%Persentase identitas hukum yangTerpenuhi 100%4. Terwujudnya pelayanan prima bagimasyarakat pencari keadilan Persentase kepuasan para pencarikeadilan terhadap layanan peradilan 100%

Sesuai dengan arah pembangunan bidang hukum yang tertuang dalam RPJMN tahun 2015 -2019tersebut diatas serta dalam rangka mewujudkan visi Terwujudnya Pengadilan Agama Manna

Yang Agung, maka Pengadilan Agama Manna menetapkan 7 sasaran strategis sebagai berikut :
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1. Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel.2. Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara.3. Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan.4. Terwujudnya sistem manajemen informasi yang terintegrasi dan menunjang sistemperadilan yang sederhana, transparan dan akuntabel.5. Terwujudnya pelaksanaan pengawasan kinerja aparat peradilan secara optimal baikinternal maupun eksternal.6. Terwujudnya transparansi pengelolaan SDM lembaga peradilan berdasarkan parameterobyektif.7. Meningkatnya pengelolaan manajerial lembaga peradilan secara akuntabel, efektif danefisien.
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Dengan indikator sebagai berikut :No. Tujuan Sasaran Strategis Indikator Target1. Terwujudnyakepercayaanmasyarakat terhadapsistem peradilanmelalui prosesperadilan yang pasti,transparan danakuntabel

Terwujudnyaproses peradilanyang pasti,transparan danakuntabel
Persentase produktifitas memutusperkara 100 %Persentase penyelesaian perkaratepat waktu 100 %Persentase sisa perkara yangdiselesaikan 100 %Persentase perkara yang tidakmengajukan upaya hukum 99,5 %2. Peningkatanefektifitaspengelolaanpenyelesaianperkara

Meningkatnyaefektifitaspengelolaanpenyelesaianperkara
a. Persentase berkas perkara  yangdiajukan  banding yangdisampaikan  secara lengkap 100 %b. Persentase berkas perkara  yangdiajukan  kasasi  yangdisampaikan  secara lengkap 100 %
c. Persentase berkas perkarayang diajukan PK yangdisampaikan secara lengkap 100 %d. Persentase berkas yangderegister dan siapdidistribusikan ke majelis 100 %
e. Ratio Majelis Hakim terhadapperkara 1 : 1283. Terwujudnyapelayanan aksesperadilan bagimasyarakat miskindan terpinggirkan

Meningkatnyaakses peradilanbagi masyarakatmiskin danterpinggirkan
Persentase perkara yangdiselesaikan melalui pembebasanbiaya/prodeo 100 %Persentase laporan identitas hukumyang terpenuhi 100 %4. Terwujudnyapelayanan primabagi masyarakatpencari keadilan

a. Terwujudnyasistemmanajemensistem informasiyang terintegrasidan menunjangsistem peradilanyang sederhana,transparan danakuntabel

Persentase Integrasi informasiperkara secaraelektronik 100 %Persentase Transparansi kinerjaperadilan dan manajerial secaraefektif dan efisien (penguatanregulasi) 100 %
b. Terwujudnyapelaksanaanpengawasankinerja aparatperadilan secaraoptimal baikinternal maupuneksternal

Persentase pengaduan yangditindaklanjuti 100 %Persentase temuan yangditindaklanjuti 100 %Persentase pemanfaatandatabased untuk pemeriksaanbaik oleh Badan Pengawasanmaupun Badan PemeriksaKeuangan (BPK) 100 %
Persentase penurunan pelanggarankode etik oleh aparatperadilan 100 %
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c. TerwujudnyatransparansipengelolaanSDM lembagaperadilanberdasarkanparameterobyektif

Persentase jabatan yang sudahmemenuhi standar kompetensisesuai dengan parameter obyektif 100 %
Persentase Hakim yang telahmemiliki sertifikasi spesialisasikeahlian 90 %
Persentase pegawai yang telahmendapatkan pengembangankompetensi 90 %
Pedoman Persentase SDM yangpromosi dan mutasi berdasarkanparameter obyektif 100 %

d. Meningkatnyapengelolaanmanajeriallembagaperadilan secaraakuntabel,efektif danefisien

Persentase terpenuhinyakebutuhan standar sarana danprasarana yang mendukungpeningkatan pelayanan prima 100 %
Persentase peningkatanproduktifitas kinerja SDM (SKPdan Penilaian Prestasi Kerja) 100 %
Pelaksanaan Surat KeputusanKetua Mahkamah Agung tentangPenerapan RestrukturisasiOrganisasi Mahkamah Agung 100 %
Persentase tercapainya targetkegiatan prioritas yangmendukung pelayanan primaperadilan 100 %
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BAB III

ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI

3.1. ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI MAHKAMAH AGUNG RISesuai dengan arah pembangunan bidang hukum yang tertuang dalam RPJMN tahun2015-2019 tersebut diatas serta dalam rangka mewujudkan visi Terwujudnya Badan

Peradilan Indonesia Yang Agung, maka Mahkamah Agung menetapkan 7 sasaransebagai berikut :
1. Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel.2. Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan.3. Meningkatkan penyederhanaan proses penanganan perkara melaluipemanfaatan teknologi informasi.4. Terwujudnya pelaksanaan pengawasan kinerja aparat peradilan secara optimalbaik internal maupun eksternal.5. Terwujudnya sistem manajemen sistem informasi yang terintegrasi danmenunjang sistem peradilan yang sederhana, transparan dan akuntabel.6. Terwujudnya transparansi pengelolaan SDM lembaga peradilan berdasarkanparameter obyektif.7. Peningkatan Pengelolaan Aset, Keuangan dan Kinerja.

Masing – masing sasaran strategis di atas memiliki arahan kebijakan sebagaiberikut :
Sasaran Strategis 1 : terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan

akuntabel

Untuk mewujudkan sasaran strategis proses  peradilan yang pasti, transparan danakuntabel, ditetapkan arah kebijakan sebagai  berikut : (1) Penyempurnaanpenerapan sistem kamar; (2) Pembatasan perkara kasasi; (3) Proses berperkara yangsederhana dan murah dan (4) Penguatan akses peradilan. Dengan uraian  per arahkebijakan sebagai berikut :
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a. Proses berperkara yang sederhana dan murahSeperti yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa tingkat keberhasilan mediasi yangmenggunakan metode win-win solution dan memakan waktu tidak lebih dari 2 bulan tidaklebih dari 20% sehingga belum efektif meningkatkan produktifitas penyelesaian perkara,hal ini disebabkan mekanisme prosedur mediasi belum efektif mencapai sasaran karenamediasi belum dilaksanakan secara maksimal di pengadilan, belum semua hakimmemperoleh pelatihan tentang mediasi sehingga pemahaman mereka tentang mediasibelum seragam, jumlah hakim terbatas, sehingga mereka lebih fokus pada penyelesaianperkara secara ligitasi. Diharapkan ke depan bisa dilakukan penajaman metoderekruitmen calon peserta pelatihan mediasi, meningkatkan sosialisasi manfaat mediasidan penguatan kerja sama dengan lembaga mediasi di luar pengadilan.
Lamanya proses berperkara yang meningkatkan tumpukan perkara, tidak mungkinselesai dengan mediasi  saja, terutama perkara perdata  dengan nilai gugatan keciluntuk mendukung kepastian dunia usaha diperlukan terobosan hukum acara untukmenyederhanakan dan meringankan biayanya (small claim court). Diharapkan ke depanhal ini bisa diupayakan dengan perubahan/revisi RUU Hukum acara ataupun peraturandari Mahkamah Agung.
Sasaran Strategis 2 : Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin
dan terpinggirkanUntuk mewujudkan sasaran strategis peningkatan akses peradilan bagi masyarakatmiskin dan terpinggirkan dicapai dengan 3 ( tiga ) arah kebijakan sebagai berikut : (1)Pembebasan biaya perkara untuk masyarakat miskin, (2) Sidang keliling/zitting plaatsdan (3) Pos pelayanan bantuan hukum. Sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung RInomor 1 tahun 2014 dilakukan dengan 3 (tiga) kegiatan yaitu :
a. Pembebasan biaya perkara untuk masyarakat miskinPembebasan biaya perkara bagi masyarakat miskin, dari sisi realisasi meningkat setiaptahunnya namun memiliki kendala keterbatasan anggaran untuk memenuhi target biladibandingkan dengan potensi penduduk miskin berperkara, kesulitan pelaporankeuangan juga sikap masyarakat yang malu/tidak yakin terhadap layanan tersebut. Halini diharapkan ke depan dapat dilakukan publikasi manfaat pembebasan perkara bagi
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masyarakat miskin, penajaman estimasi baseline berdasarkan data (1 s/d 5 tahun kedepan) dan penguatan alokasi anggaran, meningkatkan kerja sama dengan KementerianHukum dan HAM tentang mekanisme penggunaan jasa OBH dan meningkatkan kerjasama dengan Kementerian Keuangan dan BPK agar mendapat perlakuan tersendiri ataspertanggungjawaban keuangannya.
b. Sidang keliling / Zitting plaatsSidang Keliling/Zitting Plaats yang dalam pelaksanaannya selain melayani penyelesaianperkara sederhana masyarakat miskin dan terpinggirkan juga telah dilakukan inovasiuntuk membantu masyarakat yang belum mempunyai hak identitas hukum (akta lahir,akta nikah dan akta cerai), belum bisa menjangkau dan memenuhi kebutuhan masyarakatmiskin dan terpinggirkan karena keterbatasan anggaran, diharapkan kedepandilakukan  penajaman estimasi baseline berdasarkan data dan penguatan alokasianggaran serta memperkuat kerja sama dengan Kementerian Agama dan KementerianDalam Negeri dengan menyusun peraturan bersama.
c. Pos pelayanan bantuan hukum.Pelaksanaan  pos layanan  bantuan  hukum ini  disediakan  untuk membantumasyarakat miskin dan tidak ada kemampuan membayar advokat dalam hal membuatsurat gugat, advis dan pendampingan hak-hak pencari keadilan diluar persidangan (nonlitigasi). Hal ini dilakukan agar tidak terjadi duplikasi dengan kementerian Hukum danHAM yang menyelenggarakan bantuan hukum bagi masyarakat miskin berupapendampingan secara materiil didalam persidangan.
Sasaran Strategis 3 : Meningkatkan penyederhanaan proses penanganan perkara
melalui pemanfaatan teknologi informasiDengan arah kebijakan sebagai berikut :
a. Penataan ulang manajemen perkara.Jangka waktu penanganan perkara pada Mahkamah agung sesuai dengan Surat keputusanKetua Mahkamah Agung nomor 138/KMA/SK/IX/2009 tentang Jangka waktuPenanganan Perkara Pada Mahkamah Agung RI menyatakan bahwa seluruh perkara yangditangani oleh Mahkamah Agung harus diselesaikan dalam jangka waktu 1 (satu) tahunsetelah perkara diregister, sementara penyelesaian perkara pada Tingkat Pertama
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dan Tingkat banding diatur melalui Surat edaran Ketua Mahkamah Agung nomor 3tahun 1998 tentang Penyelesaian Perkara yang menyatakan bahwa perkara-perkaraperdata umum, perdata agama dan perkara tata usaha Negara, kecuali karena sifat dankeadaan perkaranya terpaksa lebih dari 6 (enam) bulan dengan ketentuan KetuaPengadilan Tingkat Pertama yang bersangkutan wajib melaporkan alasan-alasannyakepada Ketua Pengadilan Tingkat Banding.Dengan adanya semangat pimpinan Mahkamah agung dalam mereformasi kinerjaMahkamah agung dan jajarannya serta terlaksanya kepastian hukum serta meresponkeluhan masyarakat akan lamanya penyelesaian perkara dilingkungan MahkamahAgung dan jajaran Peradilan dibawahnya, Ketua Mahkamah Agung mengeluarkan SuratKeputusan nomor KMA nomor 119/KMA/SK/VII/2013 tentang Penetapan HariMusyawarah dan Ucapan Pada Mahkamah Agung Republik Indonesia pada butir ke tigamenyatakan bahwa hari musyawarah dan ucapan harus ditetapkan paling lama 3 (tiga)bulan sejak berkas perkara diterima oleh Ketua Majelis, kecuali terhadap perkara yangjangka waktu penangannya ditentukan lebih cepat oleh undang-undang (misalnyaperkara-perkara Perdata Khusus atau perkara Pidana yang terdakwanya berada dalamtahanan). Penyelesaian perkara untuk Tingkat Pertama dan Tingkat Banding dikeluarkanSurat Edaran Ketua Mahkamah agung nomor 2 tahun 2014 tentang Penyelesaian perkaradi Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding pada 4 (empat) LingkunganPeradilan menyatakan bahwa penyelesaian perkara pada Pengadilan Tingkat Pertamapaling lambat dalam waktu 5 (lima) bulan sedang penyelesaian perkara pada PengadilanTingkat Banding paling lambat dalam waktu 3 (tiga) bulan, ketentuan waktu termasukpenyelesaian minutasi. Dalam rangka terwujudnya percepatan penyelesaian perkaraMahkamah Agung dan Peradilan dibawahnya senantiasa melakukan evaluasi secara rutinmelalui laporan perkara.Disamping hal tersebut diatas Mahkamah Agung membuat terobosan untukpenyelesaian perkara perdata yang memenuhi spesifikasi tertentu agar dapatdiselesaikan melalui small claim court sehingga tidak harus terikat dengan hukum formilyang ada, Mahkamah Agung menyusun regulasi sebagai payung hukum terlaksananya
small claim court.
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b. Integrasi Informasi perkara secara elektronik.Termasuk salah satu kebijakan percepatan penyelesaian perkara maka Mahkamah Agungdan Peradilan dibawahnya kini sedang digalakkan optimalisasi pemanfaatan teknologiinformasi dalam bisnis proses regulasi penyelesaian perkara, perkara yang diajukan padaPengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat banding disamping  dalam bentuk  suratgugat secara hard copy kedepan juga dilengkapi dengan surat gugat dalam bentuk soft

copy yang dikemudian hari akan diintegrasikan dengan aplikasi, case tracking system,sistem administrasi perkara Pengadilan Agama, sistem administrasi Pengadilan TataUsaha Negara dan sistem Administrasi Pengadilan Militer dan kedepan Mahkamah agungdan Peradilan dibawahnya akan dikembangkan dokumen elektronik yang terkait denganseluruh berkas perkara. Disamping itu kini lagi digalakkan juga elektronisasi pemanggilanpara pihak secara delegasi, diharapkan dengan kebijakan ini bisa menjadi percepatanbisnis proses penyelesaian perkara.Dengan adanya kebijakan Pimpinan terkait dengan optimalisasi teknologi informasidalam percepatan penyelesaian perkara maka sudah barang tentu harus diikuti denganpengembangan sumber daya dibidang teknologi informasi, kedepan akan diadakanevaluasi pemetaan kebutuhan SDM terkait dengan teknologi informasi pada setiap satuanorganisasi di lingkungan Mahkamah Agung dan mengadakan pelatihan-pelatihan aparaturMahkamah agung dan jajarannya secara berkala.
c. Penguatan Organisasi dan SDM KepaniteraanSejalan dengan penataan ulang manajemen perkara, Mahkamah Agung merasa perluuntuk melaksanakan penguatan organisasi dan SDM pada Kepaniteraan dengan bentuk:1. Pembenahan organisasi dengan penerapan penilaian kinerja pada berbagailapisan di Kepaniteraan2. Perombakan organisasi dengan pemberdayaan pegawai-pegawai berpotensidalam proses penataan manajemen perkara3. Pengembangan kapasitas dan transformasi mindset pegawai dalam rangkapercepatan proses manajemen perkara4. Penyusunan dan implementasi jenjang karir bagi pegawai Kepaniteraan sejalandengan tanggung jawab dan beban pekerjaan.



21

Sasaran Strategis 4 : Terwujudnya pelaksanaan pengawasan kinerja aparat

peradilan secara optimal baik internal maupun eksternal

Untuk mewujudkan sasaran strategis Peningkatan pengawasan aparatur peradilan,ditetapkan arah kebijakan sebagai berikut : (1) Penguatan SDM pelaksana fungsipengawasan; (2) Penggunaan parameter obyektif dalam pelaksanaan pengawasan; (3)Peningkatan akuntabilitas dan kualitas pelayanan peradilan bagi masyarakat dan (4)Redefinisi hubungan Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial sebagai mitra dalampelaksanaan fungsi pengawasan. Dengan uraian per arah kebijakan sebagai berikut :
a. Penguatan SDM pelaksana fungsi pengawasanPeningkatan pengawasan perilaku aparatur dan organisasi peradilan dicapai dengan 4arah kebijakan yaitu (1) Penguatan Sumber Daya Manusia Pelaksana Fungsi Pengawasan,(2) Penggunaan Parameter Obyektif dalam Pelaksanaan Pengawasan, (3) PeningkatanAkuntabilitas dan Kualitas Pelayanan Pengaduan bagi masyarakat dan (4) RedefinisiHubungan Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial sebagai mitra dalam pelaksanaan fungsipengawasan. Dalam penguatan Sumber Daya Manusia Pelaksana  Fungsi Pegawasanmasih terkendala dengan sumber daya yang masih kurang, perlu penguatan SDM dimanapotensi untuk mendukung hal tersebut adalah telah adanya Peraturan BersamaMahkamah Agung  dan Komisi Yudisial No.02/PB/MA/IX/2012-02/PB/P.KY/09/2012tentang Panduan Penegakan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim sehinggastrategi yang dilakukan adalah dengan diadakannya Diklat Auditor Teknis  danAuditor Administrasi Umum dan peningkatan kualitas dan kuantitas SDM pengawasaninternal.
b. Penggunaan parameter obyektif dalam pelaksanaan pengawasanPenggunaan Parameter Obyektif dalam Pelaksanaan Pengawasan,  permasalahannyaadalah dengan berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2012 tentang HakKeuangan dan Fasilitas Hakim Yang Berada di Bawah Mahkamah Agung, maka SK KMANomor 071/KMA/SK/V/2008 tentang Ketentuan Penegakan Disiplin Kerja DalamPelaksanaan Pemberian Tunjangan Khusus Kinerja Hakim Dan Pegawai Negeri PadaMahkamah Agung RI dan Badan Peradilan Yang Berada di Bawahnya tidak berlakulagi untuk Hakim. Untuk itu diperlukan evaluasi dan harmonisasi peraturan yang adayang didukung oleh keinginan yang kuat dari Pimpinan untuk mewujudkan peningkatan



22

kinerja, integritas dan disiplin hakim sehingga dapat dilakukan penyusunan regulasipenegakan disiplin, peningkatan kinerja dan integritas hakim pada badan peradilanyang berada di bawah Mahkamah Agung. Permasalahan lainnya adalah belumberjalannya sistem evaluasi kinerja yang komprehensif dengan tantangan belum adakajian mengenai klasifikasi bobot perkara dan ukuran standar minimum produktivitashakim dalam memutuskan perkara dengan jumlah dan bobot tertentu. Sedangkanpotensi yang ada yaitu telah adanya kebijakan Pimpinan dalam penyusunan StandarKinerja Pegawai (SKP) sehingga strategi yang dapat dilakukan dengan diadakannyapendidikan dan pelatihan penyusunan dan pengukuran SKP.
c. Peningkatan akuntabilitas dan kualitas pelayanan peradilan bagi masyarakatPeningkatan Akuntabilitas dan Kualitas Pelayanan Pengaduan bagi masyarakatpermasalahannya yaitu rentang kendali 832 satuan kerja menjadikan Badan Pengawaskesulitan untuk menindaklanjuti semua laporan/pengaduan yang ada dan Pengadilan Tk.Banding sebagai ujung tombak pengawasan untuk menindaklanjuti laporan daridaerah,belum berfungsi maksimal karena pengadunya tidak jelas sehingga sulit untukdiklarifikasi. Pada permasalahan rentang kendali 832 satuan kerja menjadikan BadanPengawas kesulitan untuk menindaklanjuti semua laporan/pengaduan yang ada terdapattantangan Masih banyak masyarakat belum mengetahui dan memahami mekanismepengaduan dan belum adanya regulasi jaminan mengenai kerahasiaan dan perlindunganterhadap identitas pelapor pengaduan sedangkan potensi yang ada yaitu Keputusan KMARI No.076/KMA/SK/VI/2009 tentang petunjuk pelaksanaan penanganan pengaduan dilingkungan lembaga Peradilan, mekanisme layanan pengaduan online, Badan Pegawasanmenggunakan aplikasi berbasis web dan teknologi client server serta data base yangtersentralisasi, untuk mempermudah pengintegrasian data (Sistem InformasiPersuratan/Pengaduan; Sistem Informasi penelusuran pengaduan/tindak lanjutpengaduan; Sistem Informasi Kasus; Sistem Informasi Hukuman Disiplin; SistemInformasi Majelis Kehormatan Hakim; Sistem Informasi whistleblowing) sehinggastrategi yang dapat dilakukan antara lain Penyederhanaan alur pengawasan internal,membangun mekanisme penyampaian pengaduan dengan jaminan kerahasiaan tinggibagi pegawai internal, Rancangan perubahan atas SK KMA Nomor216/KMA/SK/XII/2011 tentang Pedoman Penanganan Pengaduan melalui Layanan PesanSingkat (SMS), dimaksudkan untuk menampung dan mempermudah penyampaianpengaduan berkaitan dengan whistleblower/justice collabolator melalui aplikasi sistem
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web Badan Pengawasan. Sedangkan permasalahan pada Pengadilan Tk. Bandingsebagai   ujung tombak pengawasan untuk menindaklanjuti laporan dari daerah, belumberfungsi maksimal karena pengadunya tidak jelas sehingga sulit untuk diklarifikasidengan tantangan belum adanya regulasi sistem pengaduan terhadap pelapor yang tidakjelas identitasnya. Untuk itu perlu dilakukan Penyusunan standarisasi pengaduan bagipelapor yang tidak jelas, peningkatan kapasitas aparatur pengadilan yang berorientasipada pelayanan masyarakat dan dorongan terhadap pengadilan untuk mendapatkansertifikasi Standar Pelayanan Organisasi (ISO), yang dikeluarkan  oleh lembaga eksternaldan melakukan  pengawasan secara terus- menerus guna meningkatkan kualitaspelayanan publik pengadilan.
d. Redefinisi Hubungan Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial sebagai mitra

dalam pelaksanaan fungsi pengawasanRedefinisi hubungan MA dan Komisi Yudisial sebagai mitra dalam pelaksanaan fungsipengawasan dengan permasalahan belum adanya kesepahaman hubungan kerja samaantara Mahkamah Agung dengan Komisi Yudisial sebagai Lembaga Pengawas eksternaldengan tantangan Pengaduan yang diterima oleh Komisi Yudisial perlu dikoordinasikandengan Mahkamah Agung. Sedangkan potensi yang ada untuk mendukung redefinisiHubungan MA dan Komisi Yudisial sebagai mitra dalam pelaksanaan fungsi pengawasantelah adanya Peraturan Bersama Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial antara lain,peraturan No.02/PB/MA/IX/2012-02/PB/P.KY/09/2012 tentang Panduan PenegakanKode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim, No.03/PB/MA/IX/2012-03/PB/P.KY/09/2012tentang Tata Cara Pemeriksaan Bersama dan No.04/PB/MA/IX/2012-04/PB/P.KY/09/2012 tentang Tata Cara Pembentukan, Tata Kerja dan Tata CaraPengambilan Keputusan Majelis Kehormatan Hakim oleh karena itu strategi yangdilakukan adalah melakukan Penyusunan kesepakatan teknis tindak lanjut pengaduandengan Komisi Yudisial sebagai Lembaga Pengawas Eksternal dan dukungan sarana danprasarana dalam pelaksanaan pengawasan eksternal.
Sasaran Strategis 5 : Terwujudnya sistem manajemen informasi yang terintegrasi
dan menunjang sistem peradilan yang sederhana, transparan dan akuntabelUntuk mewujudkan sasaran strategis pengembangan sistem informasi yang terintegrasidan menunjang sistem peradilan yang sederhana, transparan dan akuntabel, ditetapkan
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arah kebijakan sebagai berikut: (1) Transparansi kinerja secara efektif dan efisien; (2)Penguatan Regulasi Penerapan Sistem Informasi Terintegrasi dan (3) PengembanganKompetensi SDM berbasis TI.
a. Transparansi kinerja secara efektif dan efisienMahkamah Agung melalui berbagai kebijakannya telah berupaya untuk mengaplikasikanteknologi dalam pengelolaan informasi yang diperlukan internal organisasi maupun parapencari keadilan dan pengguna jasa layanan peradilan. Namun demikian, dengan adanyaperkembangan kebutuhan, hingga kini masih banyak timbul keluhan dari para pencarikeadilan. Di sisi lain, internal organisasi MA dan badan-badan peradilan di bawahnya jugamasih merasakan perlunya satu kebijakan sistem pengelolaan TI yang komprehensif danterintegrasi, untuk memudahkan dan mempercepat proses pelaksanaan tugas dan fungsidi setiap unit kerja. Dengan demikian dapat diharapkan tejadinya peningkatan kualitaspelayanan informasi kepada masyarakat, yaitu dengan mengembangkan mekanismepertukaran informasi antar unit atau antar institusi atau yang dalam dunia teknologiinformasi disebut “interoperability” yaitu kemampuan organisasi pemerintah untukmelakukan tukar- menukar informasi dan mengintegrasikan proses kerjanya denganmenggunakan standar tertentu yang diaplikasikan secara bersama yang ditunjang denganteknologi informasi yang memadai.Memiliki manajemen informasi yang menjamin akuntabilitas, kredibilitas, dantransparansi serta menjadi organisasi modern berbasis TI terpadu adalah salah satupenunjang penting yang akan mendorong terwujudnya Badan Peradilan Indonesia yangagung.Pengembangan TI di MA adalah merupakan sarana pendukung untuk mencapai hal-halberikut ini:a. Peningkatan kualitas putusan, yaitu dengan  penyediaan akses terhadap semuainformasi yang relevan dari dalam dan luar pengadilan, termasuk putusan,jurnal hukum, dan lainnya;b. Peningkatan sistem administrasi pengadilan, meliputi akses atas aktivitaspengadilan dari luar gedung, misalnya registrasi, permintaan informasi, dankesaksian;
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c. Pembentukan efisiensi proses kerja di lembaga peradilan, yaitu denganmengurangi kerja manual dan menggantikannya dengan proses berbasis komputer;d. Pembentukan organisasi berbasis kinerja, yaitu dengan menggunakan teknologisebagai alat untuk melakukan pemantauan dan kontrol atas kinerja;e. Pengembangan metode pembelajaran dari Bimbingan Teknis menuju e-learning ataupembelajaran jarak jauh secara bertahap.Guna efisiensi dan efektifitas kinerja semua satuan organisasi di bawah MA akandiberikan akses pada suatu sistem tunggal yang dikelola secara terpusat di MA, melaluisuatu jaringan komputer terpadu yang tersebar di seluruh Indonesia. Penyediaan sisteminformasi secara terpusat ini akan menjamin pelaksanaan proses kerja yangkonsisten di seluruh lini organisasi MA, memudahkan dalam rotasi dan mutasi pegawai,serta memudahkan teknis penyediaan, pemeliharaan maupun pengelolaannya.
b. Penguatan regulasi penerapan sistem informasi terintegrasiPerkembangan Teknologi dan Informasi yang berkembang begitu pesat, sehingga sangatbanyak membantu dalam proses penyelesaian pekerjaan disegala bidang termasukmempermudah dan mempercepat proses pelaksanaan tugas dan fungsi di setiap unitkerja baik internal organisasi Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di bawahnya dalamsistem pengelolaan TI yang komprehensif dan terintegrasi, namun dalampemanfaatannya perlu ada aturan-aturan agar dapat tercapai sesuai dengan kebutuhan.Pemanfaatan Teknologi dan Informasi, itu   perlu didukung regulasi yang dapatmengendalikan perilaku dengan aturan dan batasan. Peraturan dan regulasi dalambidang TI di Mahkamah Agung dan Badan di  bawahnya yang sudah  dibangun  danmasih dibutuhkan seperti :a. Undang-undang No.14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik,undang- undang ini terbit dilatarbelakangi adanya tuntutan tata kelolakepemerintahan yang baik (Good Governance) yang mensyaratkan adanyaakuntabilitas, transparansi dan partisipasi masyarakat dalam setiap proses terjadinyakebijakan publikb. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung No. 1-144/KMA/1/MA/1/2011 tentangPedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan, Mewujudkan pelaksanaan tugas danpelayanan informasi yang efektif  dan efisien serta sesuai dengan ketentuan
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dalam peraturan peraturan perundang-undangan, diperlukan pedoman pelayananinformasi yang sesuai dengan tugas, fungsi dan organisasi Pengadilan. Makaditetapkan pedoman pelayanan informasi yang sesuai dan tegas melalui SuratKeputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : 1-144/KMA/SK/2011 tentangPedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan sebagai pengganti Surat KeputusanKetua Mahkamah Agung RI Nomor : 144/KMA/VIII/2007 tentang KeterbukaanInformasi di Pengadilan (Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) atau Case

Tracking System (CTS).Hingga saat sudah diluncurkannya CTS Versi 01 dan CTS Versi 02 dan kini sedangdikembangkan CTS Versi 03 dilingkungan Peradilan Umum, Peradilan Militer danTUN dan redesign SIADPA dilingkungan Peradilan Agama.
c. Pengembangan kompetensi Sumber Daya Manusia berbasis TIDalam visi dan misi Badan Peradilan disebutkan bahwa salah satu kriteria BadanPeradilan Indonesia yang Agung adalah bila Badan Peradilan telah mampu mengelola danmembina SDM yang kompeten dengan  kriteria obyektif, sehingga tercipta hakim danaparatur peradilan yang berintegritas dan profesional. Dengan demikian, diperlukanperencanaan dan langkah-langkah yang bersifat strategis, menyeluruh, terstruktur,terencana dan terintegrasi dalam satu sistem manajemen SDM.Sistem manajemen SDM yang dimaksud adalah sistem manajemen SDM berbasiskompetensi yang biasa disebut sebagai Competency Based HR Management (CBHRM).Sistem ini juga akan memudahkan operasionalisasi dari desain organisasi berbasiskinerja, sekaligus menjawab tuntutan RB.Kompetensi menjadi elemen kunci dalam manajemen SDM berbasis kompetensi, sehinggaharus dipahami secara jelas. Kompetensi diartikan sebagai sebuah kombinasi antaraketerampilan (skill), pengetahuan (knowledge) dan atribut personal (personal

attributes), yang dapat dilihat dan diukur dari perilaku kerja yang ditampilkan.Secara umum, kompetensi dibagi menjadi dua, yaitu soft competency dan hard

competency. Soft competency adalah kompetensi yang berkaitan erat dengan kemampuanuntuk mengelola proses pekerjaan, hubungan antar manusia serta membangun interaksidengan orang lain, contohnya, leadership, communication dan interpersonal relation.Sedangkan hard competency adalah kompetensi yang berkaitan dengan kemampuanfungsional atau teknis suatu pekerjaan. Kompetensi ini berkaitan dengan seluk beluk
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teknis pekerjaan yang ditekuni. Contoh hard competency di lingkungan peradilan adalahmemutus perkara, membuat salinan putusan, membuat laporan keuangan, dan lainsebagainya. Kegiatan terpenting dalam CBHRM adalah menyusun profil kompetensijabatan/posisi. Dalam proses penyusunan profil kompetensi, akan dibuat daftarkompetensi, baik soft competency maupun hard competency, yang dibutuhkan dandilengkapi dengan  definisi kompetensi yang rinci, serta indikator perilaku. Profilkompetensi ini akan menjadi persyaratan minimal untuk jabatan/posisi tertentu sertaakan menjadi basis dalam pengembangan desain dan sistem pada seluruh pilar SDM,sehingga selanjutnya akan dapat dikembangkan :1. Rekrutmen dan seleksi berbasis kompetensi;2. Pelatihan dan pengembangan berbasis kompetensi. Pengembangan yang dimaksuddi sini termasuk rotasi, mutasi dan promosi;3. Penilaian kinerja berbasis kompetensi;4. Remunerasi berbasis kompetensi;5. Pola karir berbasis kompetensi.Dengan adanya sistem pengelolaan SDM berbasis kompetensi, maka seluruhproses penilaian hakim dan aparatur peradilan (biasa dikenal sebagai asesmenkompetensi 27 individu), akan menggunakan kompetensi sebagai kriteria/parameterpenilaian. Proses penilaian yang dimaksud diterapkan baik dalam rekrutmen dan seleksi,penentuan rotasi- mutasi-promosi, penentuan kebutuhan pelatihan maupun penilaiankinerja yang berujung pada pemberian remunerasi (atau tunjangan kinerjasebagaimana yang dimaksud dalam RB).Sehubungan dengan pengembangan karir, MA akan membangun modelkompetensi (teknis dan non-teknis) dan profil kompetensi untuk seluruh jabatan di MAdan badan-badan peradilan di bawahnya untuk digunakan sebagai dasar promosi danpengembangan karir. Dalam hal ini termasuk membangun kriteria promosi, mutasi danpengembangan karir yang lebih spesifik sesuai dengan persyaratan jabatan. Bilakompetensi digunakan sebagai dasar pengembangan karir, maka akan dilakukanpemisahan yang tegas  antara jenjang  karir hakim (kompetensinya disesuaikan denganjenis kamar), panitera dan pegawai administratif.Terkait dengan pengelolaan organisasi dan manajemen yang terdesentralisasi,maka pengelolaan SDM juga akan dilakukan secara terdesentralisasi. SDM berbasiskompetensi memudahkan implementasi ini, karena pendekatan ini sangat memungkinkan
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adanya standarisasi   kriteria, pembakuan sistem dan pengembangan pengetahuanserta keterampilan penanggungjawab pengelola SDM di daerah. Proses pengelolaanseperti ini, dipandang lebih efektif dan efisien.Mengingat kompleksitas  perubahan yang harus dilaksanakan, berikut adalahdukungan yang diperlukan untuk berhasilnya implementasi sistem pengelolaan SDMberbasis kompetensi :a. Tersedianya peraturan perundang-undangan yang mendukung kemandirianpengelolaan SDM Badan Peradilan.b. Adanya komitmen yang kuat dari pimpinan dan seluruh pejabat struktural BadanPeradilan.c. Adanya penguatan unit kerja pengelola kepegawaian dan penguatan SDMpengelolanya.d. Adanya keterpaduan antara strategi pengorganisasian dengan strategi manajemenSDM.e. Manajemen SDM diposisikan sebagai aspek strategis dan terpadu dengan visi, misi dansasaran organisasi.f. Menyesuaikan perkembangan yang terjadi, fleksibel terhadap perubahan sistem,ketentuan dan prosedur.g. Mendorong kepatuhan terhadap nilai-nilai organisasi dan etika profesi.
Hakim dan aparatur peradilan yang bernaung di bawah Badan Peradilan dituntutuntuk senantiasa meningkatkan dan memperluas wawasan serta keahliannya.Peningkatan kapasitas profesi akan mendorong meningkatnya kualitas penyelenggaraanperadilan dan pelayanan hukum kepada masyarakat. Dengan demikian, diharapkan dapatmeningkatkan kepuasan dan kepercayaan terhadap Badan Peradilan. Salah satu caranyaadalah dengan penyelenggaraan  pendidikan  dan pelatihan yang komprehensif,terpadu, dan sinergis dengan kebutuhan Badan Peradilan dan nilai keadilan yang hidupdi masyarakat. Selain itu, sistem rekrutmen juga harus dilihat sebagai bagian takterpisahkan dari sistem pendidikan dan pelatihan, dalam rangka mengelola kualitas SDMBadan Peradilan. Hal ini merupakan cara yang komprehensif dalam mengelola danmembina sumber daya manusia yang kompeten dengan kriteria obyektif, sehinggatercipta personil peradilan yang berintegritas dan profesional. Sumber dayamanusia yang kompeten dengan   kriteria obyektif, berintegritas dan profesional
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adalah salah satu ciri dari Badan Peradilan Indonesia yang Agung. Oleh karenanya telahmenjadi tekad Badan Peradilan untuk menghasilkan lulusan hakim dan pegawaipengadilan yang terbaik dari segi keahlian, profesionalitas, serta integritas.Untuk mendapatkan SDM yang kompeten dengan kriteria obyektif, berintegritasdan profesional, maka MA akan mengembangkan “Sistem Pendidikan dan PelatihanProfesi Hakim dan Aparatur Peradilan yang Berkualitas dan Terhormat atau Qualified and

Respectable Judicial Training Center (JTC)”. Sistem ini akan dapat terwujud dengan usahaperbaikan pada berbagai aspek, yaitu meliputi :1. Kelembagaan (institusional);2. Sarana dan prasarana yang diperlukan;3. Sumber daya manusia;4. Program diklat yang terpadu dan berkelanjutan;5. Pemanfaatan hasil diklat;6. Anggaran diklat; serta7. Kegiatan pendukung lainnya (misalnya kegiatan penelitian dan pengembangan).
Perbaikan pada ketujuh aspek di atas akan menjadi fokus perhatian pada usahaperbaikan kualitas pendidikan dan pelatihan. Konsep yang akan diadopsi dalampenyelenggaraan pendidikan dan pelatihan ke depan adalah konsep pendidikan yangpermanen dan berkelanjutan (Continuing Judicial Education atau CJE). Maksudnya,pendidikan dan pelatihan yang diberikan kepada (calon) hakim dan aparatur peradilanmerupakan kelanjutan dari pendidikan formal yang sebelumnya telah mereka dapatkan.Pengembangannya akan menyesuaikan dengan perkembangan profesi yang mereka gelutisepanjang karirnya di pengadilan, misalnya bagaimana seorang hakim dapat terusmengikuti perkembangan wacana dan rasa keadilan yang terus berkembang dimasyarakat atau bagaimana seorang aparatur peradilan mempelajari penggunaanaplikasi komputer tertentu untuk mendukung pelaksanaan tugasnya. Sebagaipedoman implementasi CJE ini, terdapat beberapa prinsip yang harus diperhatikan, yaitu :a. Bersifat komprehensif, terpadu dan sinergis untuk membantu hakim dan aparaturperadilan memenuhi harapan masyarakat;b. Bersifat khusus yang merupakan bagian dari pendidikan berkelanjutan danterpusat pada kebutuhan pengembangan kompetensi hakim dan pegawai pengadilan.
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Dalam mengimplementasikan konsep CJE ini, MA akan sepenuhnya mengembangkanmetode belajar cara orang dewasa (adult learning). Penerapan metode ini akanmenumbuhkan dasar-dasar sistem dan budaya dalam implementasi desain organisasiberbasis pengetahuan (knowledge based organization). Para hakim serta aparat peradilanakan terus belajar dari produk-produk yang dihasilkan oleh mereka sendiri.
Untuk memastikan berhasilnya implementasi konsep CJE dalam sistem Pendidikan danPelatihan Profesi Hakim dan Aparatur Peradilan yang Berkualitas dan Terhormat,kegiatan- kegiatan yang akan dilaksanakan antara lain sebagai berikut :
1. Peningkatan kapasitas kelembagaan dan kapasitas SDM pada pelaksana fungsipendidikan dan pelatihan.2. Penyusunan kurikulum dan materi ajar berbasis kompetensi bagi programpendidikan dan pelatihan hakim dan aparatur peradilan yang akan diperbaharuisecara berkelanjutan, termasuk penyesuaian dengan penerapan sistem kamar.3. Pelaksanaan program pendidikan dan pelatihan berkelanjutan bagi hakim dan aparatperadilan.4. Rekrutmen SDM pada pelaksana fungsi pendidikan dan pelatihan yang berbasiskompetensi, termasuk melibatkan tenaga eksternal untuk mendukung penyusunankurikulum dan materi ajar, ataupun menjadi tenaga pengajar yang dibutuhkan.5. Pelaksanaan proses integrasi sistem diklat dengan sistem SDM secara keseluruhan.Perubahan suatu business process sebagai akibat dari modernisasi memerlukanrekrutmen tenaga baru dan peningkatan keahlian SDM untuk ditempatkan pada prosesyang baru. Sementara itu, pihak yang tidak dapat diakomodasi pada proses yang baruharus direlokasi ke posisi lain yang lebih sesuai dengan keahlian mereka. Berdasarkanuraian di atas, ada 2 (dua) kebutuhan utama, yaitu: peningkatan literasi TI danstandardisasi pemahaman sistem kerja.
Sasaran Strategis 6 : Peningkatan Kompetensi dan Integritas SDMUntuk mewujudkan sasaran strategis Peningkatan Kompetensi dan Integritas SDM,ditetapkan arah kebijakan sebagai berikut : (1) Penataan pola rekrutmen SumberDaya Manusia Peradilan; (2) Penataan pola promosi dan mutasi Sumber Daya ManusiaPeradilan. Dengan uraian per arah kebijakan sebagai berikut :
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a. Penataan pola rekrutmen Sumber Daya Manusia PeradilanPeningkatan kompetensi dan integritas SDM Mahkamah Agung  dicapai dengan 2arah kebijakan yaitu (1) Penataan pola rekrutmen Sumber Daya Manusia Peradilandan (2) Penataan pola promosi dan mutasi Sumber Daya Manusia Peradilan. Untukmenata pola rekrutmen Sumber Daya Manusia Peradilan menemui kendala sepertipemenuhan kebutuhan formasi SDM yang belum sesuai dengan kompetensi yangdibutuhkan dengan menemui beberapa tantangan, seperti : (1) Sistem rekrutmen diMahkamah Agung belum memenuhi kriteria obyektif sesuai SDM yang dibutuhkan, (2)Belum ada parameter penentuan formasi hakim berdasarkan beban kerja setiappengadilan secara lebih objektif dan akurat, (3) Belum  ada tujuan rekrutmen hakimyang lebih mengedepankan upaya memperoleh calon yang berkualitas selain mengisiformasi yang kosong, (4) Belum berlakunya prinsip pentingnya komposisi hakim dipengadilan yang mencerminkan keberagaman yang ada dalam masyarakat dalam rangkaefektivitas mediasi, (5) Belum ada test kepribadian (test  psikolog) dari  pihak yangberkompeten dalam menggali serta mengukur potensi seseorang untuk menjalankanfungsi peradilan dengan baik, (6) Belum dilakukannya talent scouting ke berbagaiuniversitas dengan akreditasi memuaskan untuk mendapatkan input aparatur peradilanyang berkualitas, dan (7) Belum ada sistem rekrutmen asisten hakim agung.
Sedangkan potensi yang ada untuk mendukung arah kebijakan penataan pola rekrutmenSumber Daya Peradilan adalah (1) adanya metode transparansi pengumuman hasil ujianyang objektif dan dapat diakses secara mudah oleh peserta (meliputi nilai dan peringkat),(2) terdapat bagian yang khusus menangani laporan hasil asesmen, kompetensi SDM,rekam jejak hakim dan pegawai, peta SDM Mahkamah Agung RI, serta prediksi danantisipasi penempatan SDM Mahkamah Agung RI, (3) diadakannya standarisasi aturanmengenai penambahan persyaratan menjadi hakim yang sesuai dengan kebutuhankarakteristik seorang hakim (untuk mencakup integritas, moral dan karakteristik yangkuat, kemampuan komunikasi, memiliki nalar yang baik, dan lain-lain), dan (4) pelibatanlembaga eksternal dalam proses rekrutmen aparatur peradilan telah dilaksanakan baikdari Komisi Yudisial maupun lembaga lain yang berkompeten bersama dengan MahkamahAgung. Sehingga strategi yang dipakai untuk arah kebijakan ini adalah rekrutmen danseleksi berbasis kompetensi.
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b. Penataan pola promosi dan mutasi Sumber Daya Manusia PeradilanPenataan sistem pembinaan dan pola promosi mutasi Sumber Daya Manusia Peradilan,permasalahan yang ditemukan adalah sistem pembinaan meliputi peningkatankapabilitas/ keahlian, rotasi, mutasi dan karir baik hakim maupun non hakim perluditingkatkan dengan parameter (reward-punishment). Tantangan yang dihadapi untukarah kebijakan ini adalah (1) perbaikan sistem pembinaan aparatur peradilan belumsesuai dengan kebutuhan, (2) belum ada ketentuan sebagai acuan yang mengatur sistempembinaan aparatur peradilan untuk menggantikan berbagai peraturan perundang-undangan teknis yang selama ini mengatur pembinaan SDM aparatur peradilan, (3) belumterlaksananya perbaikan standarisasi sistem pelaksanaan promosi dan mutasi bagipegawai, (4) belum ada tim yang bertugas melakukan sinkronisasi berbagai peraturanperundangan-undangan yang selama ini mengatur status hakim sebagai PNS denganUU No. 43/1999 yang mengatur status hakim yang baru sebagai pejabat negara.
Sedangkan potensi yang ada untuk mendukung arah kebijakan penataan sistempembinaan dan pola promosi mutasi sumber daya manusia peradilan yaitu bahwa (1)telah dilakukan assessment untuk pejabat setingkat eselon III untuk pengembanganorganisasi dan (2) telah dilaksanakan pelatihan Sumber Daya Manusia ProfesionalBersertifikat untuk pejabat setingkat eselon III dan IV. Dengan segala permasalahan,tantangan, dan potensi yang ada, maka strategi yang diterapkan adalah (1)mengembangkan dan mengimplementasikan sistem manajemen SDM berbasiskompetensi (competency based HR Management), (2) menempatkan ulang dan mencaripegawai berdasarkan hasil assessmen, (3) pelaksanaan program pendidikan danpelatihan hakim dan pegawai secara berkelanjutan (capacity building), (4) menyusunstandarisasi sistem pendidikan dan pelatihan aparatur peradilan (dilaksanakan oleh unitDiklat Litbang Kumdil), dan (5) menyusun regulasi penilaian kemampuan SDM di MAuntuk menuju pembaruan sistem manajemen informasi yang terkomputerisasi.
Sasaran Strategis 7 : Meningkatnya pengelolaan manajerial lembaga peradilan
secara akuntabel, efektif dan efisienDengan arah kebijakan sebagai berikut:a. Kemandirian Anggaran Mahkamah Agungb. Penataan manajemen dalam rangka good court governance
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c. Reorganisasi dan mengarah pada good court governance dan pengembangan budayaorganisasi yang efektif
Untuk mewujudkan sasaran strategis meningkatnya pengelolaan manajerial lembagaperadilan secara akuntabel, efektif dan efisien, ditetapkan arah kebijakan sebagaiberikut : (1) Kemandirian Anggaran Mahkamah Agung; (2) Mekanismeperencanaan dan pelaksanaan anggaran; (3) Pengelolaan Manajemen Aset di Peradilan;(4) Penataan Organisasi dan Tata laksana dan (5) Pengembangan budaya organisasiyang efektif. Dengan uraian per arah kebijakan sebagai berikut :
a. Kemandirian Anggaran Mahkamah AgungKondisi saat ini, dalam hal anggaran, Mahkamah Agung mengalami kendala dalampemenuhan kebutuhan operasional. Birokrasi keputusan pagu anggaran merupakankendala utama. Usulan perencanaan anggaran yang diajukan oleh MA melalui prosespembahasan dengan Bappenas dan Kementerian Keuangan, acap kali tidak mendapatkanalokasi dana sebagaimana yang diajukan dalam rencana. Untuk menjamin efektivitaspelaksanaan tugas dan tanggung jawab MA sebagai lembaga penegak hukum, makaketersediaan alokasi dana merupakan hal yang penting.
Untuk mengatasi kendala tersebut, ditetapkan 2 arah  kebijakan KemandirianAnggaran Mahkamah Agung dicapai dengan 2 arah kebijakan yaitu (1) PenyusunanRancangan Peraturan mengenai implementasi Kemandirian Anggaran (2) PenyusunanUsulan Rancangan Revisi Paket Peraturan Perundang-undangan Keuangan terkaitKemandirian Anggaran Peradilan
b. Penataan manajemen dalam rangka good court governanceDalam rangka kemandirian pengelolaan anggaran Badan Peradilan diperlukan penataanmanajemen secara menyeluruh menuju good court governance meliputi arahkebijakan sebagai berikut:1. Restrukturisasi program,kegiatan dan penajaman indikator kinerja kegiatan;2. Penyusunan standar biaya yang terkait dengan bidang peradilan sebagai penunjanganggaran berbasis kinerja di Mahkamah Agung dan ;3. Analisis kebutuhan riil sebagai acuan dasar (baseline) berdasarkan hasil evaluasicapaian kinerja;
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4. Penyusunan regulasi penatakelolaan aset dan penerapan tata kelola aset berbasis risk

analysis.
c. Restrukturisasi Organisasi dan mengarah pada good court governance dan

pengembangan budaya organisasi yang efektifUntuk mewujudkan good court governance diperlukan arah kebijakan yang mengarahpada penataan organisasi sebagai berikut:1. Perombakan struktur organisasi dengan mengacu pada alur business process danefisiensi manajemen anggaran.2. Penetapan dan implementasi Nilai-nilai utama dalam berbagai aspek pekerjaanuntuk mendorong budaya kerja yang sesuai dengan visi dan misi Mahkamah Agung.3. Transformasi mindset mengarah pada internal service attitude yang menunjangefisiensi dan efektivitas business process.
3.2. ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI PENGADILAN AGAMA MANNASesuai dengan arah pembangunan bidang hukum yang tertuang dalam RPJMN tahun2015-2019 tersebut diatas serta dalam rangka mewujudkan visi Terwujudnya

Pengadilan Agama Manna Yang Agung, maka Pengadilan Agama Manna menetapkan 7sasaran sebagai berikut :1. Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel.2. Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara.3. Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan.4. Terwujudnya sistem manajemen informasi yang terintegrasi dan menunjang sistemperadilan yang sederhana, transparan dan akuntabel5. Terwujudnya pelaksanaan pengawasan kinerja aparat peradilan secara optimal baikinternal maupun eksternal.6. Terwujudnya transparansi pengelolaan SDM lembaga peradilan berdasarkanparameter obyektif.7. Meningkatnya pengelolaan manajerial lembaga peradilan secara akuntabel, efektif danefisien.Masing – masing sasaran strategis di atas memiliki arahan kebijakan sebagai berikut :
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Sasaran Strategis 1 : Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan

akuntabel

Untuk mewujudkan sasaran strategis proses  peradilan yang pasti, transparan danakuntabel, ditetapkan arah kebijakan melalui proses berperkara yang sederhana danmurah dan penguatan akses peradilan. Dengan uraian  per arah kebijakan sebagaiberikut :
Proses berperkara yang sederhana, cepat dan biaya ringanPengadilan Agama Manna memiliki sistem penyelesaian perkara secara sederhana, cepatdan biaya ringan. Mengacu pada Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 Tentang Pokok-pokok Kekuasaan Kehakiman dan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 2Tahun 2014, bahwa penyelesaian perkara  di pengadilan tingkat pertama selamamaksimal 5 bulan.
Sasaran Strategis 2 : Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkaraUntuk mewujudkan sasaran strategis peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaianperkara, ditetapkan arah kebijakan sebagai berikut :
a. Perkara yang diselesaikanPerkara yang diajukan oleh para pihak pencari keadilan dari tahun ke tahunmengalami peningkatan dengan alasan yang semakin beragam, sehinggapenyelesaian perkara menjadi prioritas dengan selalu meningkatkan kualitasputusan sehingga rasa keadilan yang diharapkan oleh para pihak menjaditerwujud. Konsen terhadap penyelesaian perkara ini menjadi fokus yang terus ditingkatkan dengan mengacu pada aturan hukum agar tidak ada masyarakat danpihak pencari keadilan merasa dirugikan sehingga terwujud pelayanan yangmaksimal.
b. Berkas perkara yang diajukan banding disampaikan secara lengkapPutusan sebagai produk hukum dari proses penyelesaian perkara pada tingkatpertama yang harus dijalankan oleh para pihak pencari keadilan dan dapat melakukanupaya hukum yang lebih tinggi bila dirasakan belum memenuhi rasa keadilan, untukpengajuan berkas perkara banding harus disampaikan secara lengkap dan tepat waktuke Pengadilan tingkat pertama untuk di kirim ke Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu.
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c. Berkas perkara yang diajukan kasasi disampaikan secara lengkapPutusan sebagai produk hukum dari proses penyelesaian perkara pada tingkatpertama yang harus dijalankan oleh para pihak pencari keadilan dan dapat melakukanupaya hukum yang lebih tinggi bila dirasakan belum memenuhi rasa keadilan, untukpengajuan berkas perkara kasasi harus disampaikan secara lengkap dan tepat waktuke Pengadilan tingkat pertama untuk di kirim ke Pengadilan Tinggi Agama Bengkuluuntuk dilanjutkan ke Mahkamah Agung RI.
d. berkas perkara yang disampaikan PK disampaikan secara lengkapPutusan sebagai produk hukum dari proses penyelesaian perkara pada tingkatpertama yang harus dijalankan oleh para pihak pencari keadilan dan dapat melakukanupaya hukum yang lebih tinggi bila dirasakan belum memenuhi rasa keadilan, untukpengajuan berkas perkara Peninjauan Kembali (PK) harus disampaikan secara lengkapdan tepat waktu ke Pengadilan tingkat pertama untuk di kirim ke Pengadilan TinggiAgama Bengkulu untuk dilanjutkan ke Mahkamah Agung RI.
e. Berkas yang diregister dan siap didistribusikan ke majelisDalam melaksanakan tugas pada administrasi penerimaan dan penyelesaian perkaraberkas perkara yang diterima harus segera diproses untuk disidangkan maksimal 1bulan setelah perkara tersebut masuk, untuk itu seluruh dokumen pada berkasperkara harus lengkap untuk selanjutnya di distribusikan kepada majelis hakim yangakan menyidangkan.
f. Ratio Majelis Hakim terhadap perkaraPerkara yang masuk di Pengadilan Agama Manna yang memiliki wilayah yuridiksimeliputi Kabupaten Seluma, Bengkulu Selatan dan Kaur dari tahun ke tahun terusmeningkat dengan jumlah perkara yang masuk tahun 2015 adalah 642 perkaradengan rasio majelis hakim terhadap perkara 1 : 128.
Sasaran Strategis 3 : Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin

dan terpinggirkanUntuk mewujudkan sasaran strategis peningkatan akses peradilan bagi masyarakatmiskin dan terpinggirkan dicapai dengan arah kebijakan sebagai berikut pembebasanbiaya perkara untuk masyarakat miskin dan melaksanakan sidang keliling, sesuai denganPeraturan Mahkamah Agung RI nomor 1 tahun 2014 dilakukan dengan kegiatan yaitu :
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a. Pembebasan biaya perkara untuk masyarakat miskinPembebasan biaya perkara bagi masyarakat miskin terdapat kendala berupa sikapmasyarakat yang malu/tidak yakin terhadap layanan tersebut. Hal ini diharapkan kedepan dapat dilakukan publikasi manfaat pembebasan perkara bagi masyarakat miskin,meningkatkan kerja sama dengan Kementerian Hukum dan HAM tentang mekanismepenggunaan jasa bantuan hukum dan meningkatkan kerja sama dengan KementerianKeuangan dan BPK agar mendapat perlakuan tersendiri atas pertanggungjawabankeuangannya.
b. Sidang keliling / Zitting plaatsSidang Keliling/Zitting Plaats yang dalam pelaksanaannya selain melayani penyelesaianperkara sederhana masyarakat miskin dan terpinggirkan juga telah dilakukan inovasiuntuk membantu masyarakat yang belum mempunyai hak identitas hukum (akta lahir,akta nikah dan akta cerai), belum bisa menjangkau dan memenuhi kebutuhan masyarakatmiskin dan terpinggirkan karena keterbatasan anggaran, diharapkan kedepandilakukan  penajaman estimasi baseline berdasarkan data dan penguatan alokasianggaran serta memperkuat kerja sama dengan Kementerian Agama dan KementerianDalam Negeri dengan menyusun peraturan bersama.

Sasaran Strategis 4 : Terwujudnya sistem manajemen informasi yang terintegrasi

dan menunjang sistem peradilan yang sederhana, transparan dan akuntabel.Untuk mewujudkan sasaran strategis pengembangan sistem informasi yang terintegrasidan menunjang sistem peradilan yang sederhana, transparan dan akuntabel, ditetapkanarah kebijakan sebagai berikut: (1) Transparansi kinerja secara efektif dan efisien; (2)Penguatan Regulasi Penerapan Sistem Informasi Terintegrasi dan (3) PengembanganKompetensi SDM berbasis TI.
a. Transparansi kinerja secara efektif dan efisienPengadilan Agama telah berupaya untuk mengaplikasikan teknologi dalam pengelolaaninformasi yang diperlukan internal organisasi maupun para pencari keadilan danpengguna jasa layanan peradilan. Namun demikian, dengan adanya perkembangankebutuhan, hingga kini masih banyak timbul keluhan dari para pencari keadilan. Namundi sisi lain, juga masih merasakan perlunya satu kebijakan sistem pengelolaan TI yangkomprehensif dan terintegrasi, untuk memudahkan dan mempercepat proses
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pelaksanaan tugas dan fungsi di setiap unit kerja. Dengan demikian dapat diharapkantejadinya peningkatan kualitas pelayanan informasi kepada masyarakat, yaitu denganmengembangkan mekanisme pertukaran informasi antar unit atau antar institusi atauyang dalam dunia teknologi informasi disebut “interoperability” yaitu kemampuanorganisasi pemerintah untuk melakukan tukar menukar informasi dan mengintegrasikanproses kerjanya dengan menggunakan standar tertentu yang diaplikasikan secarabersama yang ditunjang dengan teknologi informasi yang memadai.Memiliki manajemen informasi yang menjamin akuntabilitas, kredibilitas, dantransparansi serta menjadi organisasi modern berbasis TI terpadu adalah salah satupenunjang penting yang akan mendorong terwujudnya Badan Peradilan Indonesia yangagung.Pengembangan TI di Pengadilan Agama Manna adalah merupakan sarana pendukunguntuk Peningkatan kualitas putusan, Peningkatan sistem administrasi pengadilan,Pembentukan efisiensi proses kerja di lembaga peradilan, Pembentukan organisasiberbasis kinerja, Pengembangan metode pembelajaran dari Bimbingan Teknis menuju e-

learning atau pembelajaran jarak jauh secara bertahap.
Guna efisiensi dan efektifitas kinerja saat ini Pengadilan Agama Manna sebagai salah satusatuan organisasi di bawah MA akan diberikan akses pada suatu sistem tunggal yangdikelola secara terpusat di MA, melalui suatu jaringan komputer terpadu yang tersebar diseluruh Indonesia. Penyediaan sistem informasi secara terpusat ini akan menjaminpelaksanaan proses kerja yang konsisten di seluruh lini organisasi MA, memudahkandalam rotasi dan mutasi pegawai, serta memudahkan teknis penyediaan, pemeliharaanmaupun pengelolaannya.
b. Penguatan regulasi penerapan sistem informasi terintegrasiPerkembangan Teknologi dan Informasi yang berkembang begitu pesat, sehingga sangatbanyak membantu dalam proses penyelesaian pekerjaan disegala bidang termasukmempermudah dan mempercepat proses pelaksanaan tugas dan fungsi di setiap unitkerja baik internal organisasi Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di bawahnya dalamsistem pengelolaan TI yang komprehensif dan terintegrasi, namun dalampemanfaatannya perlu ada aturan-aturan agar dapat tercapai sesuai dengan kebutuhan.
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Pemanfaatan Teknologi dan Informasi, itu   perlu didukung regulasi yang dapatmengendalikan perilaku dengan aturan dan batasan. Peraturan dan regulasi dalambidang TI di Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di  bawahnya termasuk PengadilanAgama Manna yang sudah  dibangun  dan masih dibutuhkan seperti :a. Undang-undang No.14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik,undang-undang ini terbit dilatarbelakangi adanya tuntutan tata kelolakepemerintahan yang baik (Good Governance) yang mensyaratkan adanyaakuntabilitas, transparansi dan partisipasi masyarakat dalam setiap proses terjadinyakebijakan publikb. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung No. 1-144/KMA/1/MA/1/2011 tentangPedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan, Mewujudkan pelaksanaan tugas danpelayanan informasi yang efektif  dan efisien serta sesuai dengan ketentuandalam peraturan peraturan perundang-undangan, diperlukan pedoman pelayananinformasi yang sesuai dengan tugas, fungsi dan organisasi Pengadilan. Makaditetapkan pedoman pelayanan informasi yang sesuai dan tegas melalui SuratKeputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : 1-144/KMA/SK/2011 tentangPedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan sebagai pengganti Surat KeputusanKetua Mahkamah Agung RI Nomor : 144/KMA/VIII/2007 tentang KeterbukaanInformasi di Pengadilan (Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) atau Case

Tracking System (CTS).Hingga saat sudah diluncurkannya CTS Versi 01 dan CTS Versi 02 dan kini sedangdikembangkan CTS Versi 03 dilingkungan Peradilan Umum, Peradilan Militer dan TUNdan redesign SIADPA dilingkungan Peradilan Agama.
c. Pengembangan kompetensi Sumber Daya Manusia berbasis TIDalam visi dan misi Badan Peradilan disebutkan bahwa salah satu kriteria BadanPeradilan Indonesia yang Agung adalah bila Badan Peradilan telah mampu mengelola danmembina SDM yang kompeten dengan  kriteria obyektif, sehingga tercipta hakim danaparatur peradilan yang berintegritas dan profesional. Dengan demikian, diperlukanperencanaan dan langkah-langkah yang bersifat strategis, menyeluruh, terstruktur,terencana dan terintegrasi dalam satu sistem manajemen SDM.Sistem manajemen SDM yang dimaksud adalah sistem manajemen SDM berbasiskompetensi yang biasa disebut sebagai Competency Based HR Management (CBHRM).
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Sistem ini juga akan memudahkan operasionalisasi dari desain organisasi berbasiskinerja, sekaligus menjawab tuntutan RB.Kompetensi menjadi elemen kunci dalam manajemen SDM berbasis kompetensi, sehinggaharus dipahami secara jelas. Kompetensi diartikan sebagai sebuah kombinasi antaraketerampilan (skill), pengetahuan (knowledge) dan atribut personal (personal

attributes), yang dapat dilihat dan diukur dari perilaku kerja yang ditampilkan.Secara umum, kompetensi dibagi menjadi dua, yaitu soft competency dan hard

competency. Soft competency adalah kompetensi yang berkaitan erat dengan kemampuanuntuk mengelola proses pekerjaan, hubungan antar manusia serta membangun interaksidengan orang lain, contohnya, leadership, communication dan interpersonal relation.Sedangkan hard competency adalah kompetensi yang berkaitan dengan kemampuanfungsional atau teknis suatu pekerjaan. Kompetensi ini berkaitan dengan seluk belukteknis pekerjaan yang ditekuni. Contoh hard competency di lingkungan peradilan adalahmemutus perkara, membuat salinan putusan, membuat laporan keuangan, dan lainsebagainya. Kegiatan terpenting dalam CBHRM adalah menyusun profil kompetensijabatan/posisi. Dalam proses penyusunan profil kompetensi, akan dibuat daftarkompetensi, baik soft competency maupun hard competency, yang dibutuhkan dandilengkapi dengan  definisi kompetensi yang rinci, serta indikator perilaku. Profilkompetensi ini akan menjadi persyaratan minimal untuk jabatan/posisi tertentu sertaakan menjadi basis dalam pengembangan desain dan sistem pada seluruh pilar SDM,sehingga selanjutnya akan dapat dikembangkan :1. Rekrutmen dan seleksi berbasis kompetensi;2. Pelatihan dan pengembangan berbasis kompetensi. Pengembangan yang dimaksuddi sini termasuk rotasi, mutasi dan promosi;3. Penilaian kinerja berbasis kompetensi;4. Remunerasi berbasis kompetensi;5. Pola karir berbasis kompetensi.
Sasaran Strategis 5 : Terwujudnya pelaksanaan pengawasan kinerja aparat

peradilan secara optimal baik internal maupun eksternal.Untuk mewujudkan sasaran strategis Peningkatan pengawasan perilaku aparatur danorganisasi peradilan dicapai arah kebijakan yaitu (1) Penguatan Sumber Daya ManusiaPelaksana Fungsi Pengawasan, (2) Penggunaan Parameter Obyektif dalam Pelaksanaan
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Pengawasan, (3) Peningkatan Akuntabilitas dan Kualitas Pelayanan Pengaduan bagimasyarakat. Dengan uraian per arah kebijakan sebagai berikut:
a. Penguatan SDM pelaksana fungsi pengawasanPeningkatan pengawasan perilaku aparatur dan organisasi peradilan dicapai arahkebijakan yaitu (1) Penguatan Sumber Daya Manusia Pelaksana Fungsi Pengawasan, (2)Penggunaan Parameter Obyektif dalam Pelaksanaan Pengawasan, (3) PeningkatanAkuntabilitas dan Kualitas Pelayanan Pengaduan bagi masyarakat.
b. Penggunaan parameter obyektif dalam pelaksanaan pengawasanPenggunaan Parameter Obyektif dalam Pelaksanaan Pengawasan,  permasalahannyaadalah dengan berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2012 tentang HakKeuangan dan Fasilitas Hakim Yang Berada di Bawah Mahkamah Agung, maka SK KMANomor 071/KMA/SK/V/2008 tentang Ketentuan Penegakan Disiplin Kerja DalamPelaksanaan Pemberian Tunjangan Khusus Kinerja Hakim Dan Pegawai Negeri PadaMahkamah Agung RI dan Badan Peradilan Yang Berada di Bawahnya tidak berlakulagi untuk Hakim. Untuk itu diperlukan evaluasi dan harmonisasi peraturan yang adayang didukung oleh keinginan yang kuat dari Pimpinan untuk mewujudkan peningkatankinerja, integritas dan disiplin hakim sehingga dapat dilakukan penyusunan regulasipenegakan disiplin, peningkatan kinerja dan integritas hakim pada Pengadilan AgamaManna yang berada di bawah Mahkamah Agung. Permasalahan lainnya adalah belumberjalannya sistem evaluasi kinerja yang komprehensif dengan tantangan belum adakajian mengenai klasifikasi bobot perkara dan ukuran standar minimum produktivitashakim dalam memutuskan perkara dengan jumlah dan bobot tertentu. Sedangkanpotensi yang ada yaitu telah adanya kebijakan Pimpinan dalam penyusunan StandarKinerja Pegawai (SKP) sehingga strategi yang dapat dilakukan dengan diadakannyapendidikan dan pelatihan penyusunan dan pengukuran SKP.
c. Peningkatan akuntabilitas dan kualitas pelayanan peradilan bagi masyarakatPeningkatan Akuntabilitas dan Kualitas Pelayanan Pengaduan bagi masyarakat masihmemiliki permasalahan diantaranya Masih banyak masyarakat belum mengetahui danmemahami mekanisme pengaduan dan belum adanya regulasi jaminan mengenaikerahasiaan dan perlindungan terhadap identitas pelapor pengaduan sedangkan potensiyang ada yaitu Keputusan KMA RI No.076/KMA/SK/VI/2009 tentang petunjukpelaksanaan penanganan pengaduan di lingkungan lembaga Peradilan, mekanisme
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layanan pengaduan online, Badan Pegawasan menggunakan aplikasi berbasis web danteknologi client server serta data base yang tersentralisasi, untuk mempermudahpengintegrasian data (Sistem Informasi Persuratan/Pengaduan; Sistem Informasipenelusuran pengaduan/tindak lanjut pengaduan; Sistem Informasi Kasus; SistemInformasi Hukuman Disiplin; Sistem Informasi Majelis Kehormatan Hakim; SistemInformasi whistleblowing) sehingga strategi yang dapat dilakukan antara lainPenyederhanaan alur pengawasan internal, membangun mekanisme penyampaianpengaduan dengan jaminan kerahasiaan tinggi bagi pegawai internal, Rancanganperubahan atas SK KMA Nomor 216/KMA/SK/XII/2011 tentang Pedoman PenangananPengaduan melalui Layanan Pesan Singkat (SMS), dimaksudkan untuk menampung danmempermudah penyampaian pengaduan berkaitan dengan whistleblower/justice

collabolator melalui aplikasi sistem web Badan Pengawasan. Sedangkan permasalahanpada Pengadilan Tk. Pertama dan Tk. Banding karena pengadunya tidak jelassehingga sulit untuk diklarifikasi dengan tantangan belum adanya regulasi sistempengaduan terhadap pelapor yang tidak jelas identitasnya. Untuk itu perlu dilakukanPenyusunan standarisasi pengaduan bagi pelapor yang tidak jelas, peningkatan kapasitasaparatur pengadilan yang berorientasi pada pelayanan masyarakat dan doronganterhadap pengadilan untuk mendapatkan sertifikasi Standar Pelayanan Organisasi (ISO),yang dikeluarkan  oleh lembaga eksternal dan melakukan  pengawasan secara terus-menerus guna meningkatkan kualitas pelayanan publik pengadilan.
Sasaran Strategis 6 : Terwujudnya transparansi pengelolaan SDM lembaga
peradilan berdasarkan parameter obyektifUntuk mewujudkan sasaran strategis Peningkatan Kompetensi dan Integritas SDM,ditetapkan arah kebijakan sebagai berikut : Penataan pola promosi dan mutasi SumberDaya Manusia Peradilan. Dengan uraian per arah kebijakan sebagai berikut :
Penataan pola promosi dan mutasi Sumber Daya ManusiaPenataan sistem pembinaan, promosi dan mutasi Sumber Daya Manusia permasalahanyang ditemukan adalah sistem pembinaan meliputi peningkatan kapabilitas/ keahlian,rotasi, mutasi dan karir baik non hakim perlu ditingkatkan dengan parameter (reward-

punishment). Tantangan yang dihadapi untuk arah kebijakan ini adalah (1) perbaikansistem pembinaan aparatur peradilan belum sesuai dengan kebutuhan, (2) belum ada
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ketentuan sebagai acuan yang mengatur sistem pembinaan aparatur peradilan untukmenggantikan berbagai peraturan perundang-undangan teknis yang selama ini mengaturpembinaan SDM aparatur peradilan, (3) belum terlaksananya perbaikan standarisasisistem pelaksanaan promosi dan mutasi bagi pegawai.
Sedangkan potensi yang ada untuk mendukung arah kebijakan penataan sistempembinaan dan pola promosi mutasi sumber daya manusia yaitu bahwa telah diusulkanpelatihan Sumber Daya Manusia Profesional Bersertifikat untuk pejabat setingkat eselonIII dan IV. Dengan segala permasalahan, tantangan, dan potensi yang ada, maka strategiyang diterapkan adalah (1) mengembangkan dan mengimplementasikan sistemmanajemen SDM berbasis kompetensi (competency based HR Management), (2)menempatkan ulang dan mencari pegawai berdasarkan hasil assessmen, (3) pelaksanaanprogram pendidikan dan pelatihan pegawai secara berkelanjutan (capacity building), (4)menyusun standarisasi sistem pendidikan dan pelatihan aparatur peradilan(dilaksanakan oleh unit Diklat Litbang Kumdil), dan (5) menyusun regulasi penilaiankemampuan SDM di Pengadilan Agama Manna untuk menuju pembaruan sistemmanajemen informasi yang terkomputerisasi.
Sasaran Strategis 7 : Meningkatnya pengelolaan manajerial lembaga peradilan

secara akuntabel, efektif dan efisien.Dengan arah kebijakan sebagai berikut :
a. Penataan ulang manajemen perkara.Penyelesaian perkara untuk Tingkat pertama dikeluarkan Surat Edaran Ketua Mahkamahagung nomor 2 tahun 2014 tentang Penyelesaian perkara di Pengadilan Tingkat Pertamadan Tingkat Banding pada 4 (empat) Lingkungan Peradilan menyatakan bahwapenyelesaian perkara pada Pengadilan Tingkat Pertama paling lambat dalam waktu 5(lima) bulan sedang penyelesaian perkara pada Pengadilan Tingkat Banding palinglambat dalam waktu 3 (tiga) bulan, ketentuan waktu termasuk penyelesaian minutasi.Dalam rangka terwujudnya percepatan penyelesaian perkara Pengadilan Agama Mannasenantiasa melakukan evaluasi secara rutin melalui laporan perkara.
b. Integrasi Informasi perkara secara elektronik.Termasuk salah satu kebijakan percepatan penyelesaian perkara maka Pengadilan AgamaManna sedang digalakkan optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi dalam bisnisproses regulasi penyelesaian perkara, perkara yang diajukan pada Pengadilan Agama
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Manna disamping  dalam bentuk berkas banding secara hard copy kedepan jugadilengkapi dengan berkas banding dalam bentuk soft copy yang dikemudian hari akandiintegrasikan dengan aplikasi, case tracking system, sistem administrasi perkaraPengadilan Agama Manna, akan dikembangkan dokumen elektronik yang terkait denganseluruh berkas perkara.Dengan adanya kebijakan Pimpinan terkait dengan optimalisasi teknologi informasidalam percepatan penyelesaian perkara maka sudah barang tentu harus diikuti denganpengembangan sumber daya dibidang teknologi informasi, kedepan akan diadakanevaluasi pemetaan kebutuhan SDM terkait dengan teknologi informasi pada PengadilanAgama Manna dan mengirimkan pegawai untuk mengikuti pelatihan-pelatihan secaraberkala.
c. Penguatan Organisasi dan SDM KepaniteraanSejalan dengan penataan ulang manajemen perkara, Pengadilan Agama Manna merasaperlu untuk melaksanakan penguatan organisasi dan SDM pada Kepaniteraan denganbentuk:1. Pembenahan organisasi dengan penerapan penilaian kinerja pada berbagailapisan di Kepaniteraan.2. Perombakan organisasi dengan pemberdayaan pegawai-pegawai berpotensidalam proses penataan manajemen perkara3. Pengembangan kapasitas dan transformasi mindset pegawai dalam rangkapercepatan proses manajemen perkara4. Penyusunan dan implementasi jenjang karir bagi pegawai Kepaniteraan sejalandengan tanggung jawab dan beban pekerjaan.
3.3 Kerangka RegulasiDengan lahirnya Undang-Undang nomor 25 tahun 2004 tentang sistem PerencanaanPembangunan Nasional secara tegas menyatakan bahwa kerangka regulasi menjadibagian dari salah satu dokumen perencanaan pembangunan nasional. Pasal 4 ayat (2)menyatakan : “ RPJM Nasional merupakan penjabaran dari visi, misi dan Program Presiden

yang penyusunannya berpedoman pada RPJM Nasional, yang memuat strategi

pembangunan Nasional, kebijakan umum, program kementrian/ lembaga dan lintas

Kementerian/Lembaga, kewilayahan dan lintas kewilayahan, serta kerangka ekonomi
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makro yang mencakup gambaran perekonomian secara menyeluruh termasuk arah

kebijakan fiskal dalam rencana kerja yang berupa kerangka regulasi dan kerangka

pendanaan “Dalam melaksanakan program prioritas pemerintah yang tertuang dalam RPJM tahun2015-2019 yang diamanatkan kepada setiap kementrian/lembaga makakementerian/lembaga dimaksud harus menetapkan kerangka regulasi yang dijadikansebagai instrument guna pencapaian sasaran kelembagaan. Kerangka regulasimerupakan perencanaan pembentukan regulasi dalam rangka memfasilitasi, mendorong

dan mengatur perilaku masyarakat dan penyelenggaran Negara dalam rangka mencapai

tujuan bernegara. Kerangka regulasi ini diatur dalam pasal 1 angka 14 PermenPPN/Kepala Bappenas No.1 tahun 2014 tentang pedoman Penyusunan RPJMN 2015-2019 dan Peraturan sesmen PPN/Bappenas tentang juklakNo.2/Juklak/Sesmen/03/2014 tentang Petunjuk Pelaksanaan tentang PedomanPengintegrasian Kerangka Regulasi dalam RPJMN. Sedangkan Pengadilan Agama Mannasebagai kawal depan Mahkamah Agung RI perlu mengeluarkan regulasi sebagaikebutuhan pelayanan kepada masyarakat khususnya Kabupaten Bengkulu Selatan,Seluma dan Kaur.Perlunya dimasukkan kerangka regulasi dalam rencana strategis tahun 2015-2019adalah:a. Mengarahkan proses perencanaan pembentukan regulasi sesuai kebutuhanpembangunan,b. Meningkatkan kualitas regulasi dalam rangka mendukung pencapaianprioritas pembangunan,c. Meningkatkan efisiensi pengalokasian anggaran untuk keperluan pembentukanregulasi.Penetapan kerangka regulasi yang dibuat Pengadilan Agama Manna sudah barang tentuakan selalu seiring dengan kebijakan lembaga yang dituangkan dalam arah kebijakan danstrategi Pengadilan Agama Manna.
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KERANGKA REGULASI

Isu Strategis Arah Kebijakan
2015-2019

Arah Kerangka
Regulasi

Kebutuhan
Regulasi

Bagian
Penanggungjawab

Bagian
Ter
kait1. PeningkatanPenyelesaianPerkaraPengadilanAgama Manna

 Pembatasanperkara diterima,
 Penyederhanaanprosesberperkara,
 Penguatan aksespada keadilan,
 Modernisasimanajemenperkara.
 Penataan ulangorganisasimanajemenperkara.
 Penataan ulangprosesmenajemenperkara.

 Pembentukanlandasanhukum untukmeminimalisirsisa perkaraakhir tahun,
Pembuatan:
 SK Ketua Tentang Panjar BiayaPerkara
 SK KPA Tentang Pembatasanperkara diterima
 SK KPA Tentang templateputusan,
 SE sosialisasihasil rapat,
 Pelaksanaan pola bindalmin(termasuk penyederhanaanproses perkara),
 SK Ketua Tentang Daftar UrutSenioritas Hakim dan SusunanMajelis
 SK Ketua Tentang Daftar UrutSenioritas PP dan SusunanPanitera/PP Pendammpingsidang
 SK Ketua Tentang Biaya ProsesPerkara Tingkat Pertama

KepaniteraanPengadilan AgamaManna KepaniteraanPengadilanAgama Manna
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2. OptimalisasiManajemenPeradilan Agama

3. PeningkatanKapabilitasAparaturPengadilanAgama Manna

 Peningkatanpenyelesaianperkara,peningkatanefektifitaspengelolaanpenyelesaianperkara,
 Peningkatanaksesibilitasmasyarakatterhadapperadilan,
 Peningkatankepatuhanterhadap putusanpengadilan,
 Peningkatankualitas SDM.
 Peningkatanefektifitas kinerjaaparatur teknisdan non tenisperadilan,

 Implementasi SKKMA tentangpercepatanpenyelesaianperkara,
 Penambahanvolume sidangkeliling, perkaraprodeo
 Peningkatanpelayananpublik.

 PembentukanlandasanhukumPeningkatankualitasaparaturperadilanbidang teknisdan non teknisyudisial sertaadministrasiumum

 Pembuatan suratedaran peningkatanpelayanan publik,
 Juklak/juknis tentangpercepatanpenyelesaian perkara
 Penunjukkan PejabatPengelola Informasidan Dokumentasi(PPID).
 SK Ketua TentangKelompok Kerja MejaI, Meja II dan Meja III
 SK Ketua TentangKoordinator BantuanPanggilan/Pemberitahuan
 Pembuatan SK KPAtentang peningkatankualitas aparaturperadilan bidangteknis dan non teknisyudisial sertaadministrasi umum.
 SK Ketua TentangTim ReformasiBirokrasi PengadilanAgama Manna

KepaniteraanPengadilan AgamaManna

KesekretariatanPengadilan AgamaManna

KepaniteraanPengadilan AgamaManna

KesekretariatanPengadilan AgamaManna
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4. PeningkatanDukunganManajemen danPelaksanaanTugas TeknisLainnyaPengadilanAgama Manna

5. Sarana danPrasaranaAparatur NegaraPengadilanAgama Manna

6. OptimalisasiPengawasan danPeningkatanAkuntabilitasAparatur NegaraPengadilanAgama Manna

 Optimalisasipemanfaatanteknologiinformasi,peningkatankualitas sumberdaya manusia;

 Peningkatansarana danprasaranapendukungkinerja aparaturperadilan.
 Peningkatanefektifitaspengelolaanpenyelesaianperkara,
 Peningkatankualitaspengawasan

 Pembentukanlandasanhukum tatakelolaoptimalisasiteknologiinformasi danpeningkatankualitasaparaturperadilan.
 Pembentukanlandasan hukumskala prioritaspemenuhansarana danprasaranakinerja aparaturperadilan
 Pembentukanlandasanhukum standarpengawasankinerja aparaturperadilan danpeningkatankualitaspengawasan.

 Pembuatan SKKPA/edaran tentangtata kelolaoptimalisasiteknologi informasi

 Pembuatan SK KPAtentang standarisasipendukung kinerjaaparatur peradilan

Pembuatan SK KPAtentang standarpengawasan danpemeriksaan aparaturperadilan.

Kepaniteraan danKesekretariatanPengadilan AgamaManna

KesekretariatanPengadilan AgamaManna

Hakim, Kepaniteraandan KesekretariatanPengadilan AgamaManna

Kepaniteraan danKesekretariatanPengadilan AgamaManna

KesekretariatanPengadilan AgamaManna

Hakim, Kepaniteraandan KesekretariatanPengadilan AgamaManna
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3.4. KERANGKA KELEMBAGAAN

Pengadilan Agama Manna yang merupakan kawal depan Mahkamah Agung RI, mempunyaitugas pokok menyelesaikan perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlakuberdasarkan Undang-undang No. 7 Tahun 1989 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang No.50 Tahun 2009 Pasal 105 ayat (2) menyebutkan bahwa “Tugas serta tanggung jawab, susunan

organisasi dan tata kerja Sekretariat diatur lebih lanjut oleh Mahkamah Agung RI”Untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas pokok dan fungsi (tupoksi) tersebut,Pengadilan Agama Manna mempunyai struktur organisasi per Januari 2016 berdasarkanPeraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata KerjaKepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan yang dapat dilihat dari beberapa bagan berikut ini :
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BAB IV

TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN

Untuk mewujudkan visi, misi, tujuan, sasaran strategi dan mengacu pada program MahakamahAgung RI, Pengadilan Agama Manna memiliki program yang akan dilaksanakan yaitu :
1. Program Peningkatan Manajemen Peradilan AgamaSasaran Program Indikator Target2015 2016 2017 2018 2019TerselesaikannyaPenyelesaian Perkara yangsederhana tepat waktu,transparan dan akuntabel dilingkungan Peradilan agama

Jumlah PenyelesaianAdministrasi Perkara (yangsederhana, dan tepat waktu)di tingkat Pertama danBanding di LingkunganPeradilan Agama (termasukyang diajukan masyarakatmiskin dan perkara yangdapat diselesaikan 5 bulan)
642Perkara 750Perkara 780Perkara 800Perkara 830Perkara

Jumlah Pelaksanaan sidangkeliling dan bantuanpembebasan biaya perkara dilingkungan peradilan agama 10Kegiatan 10Kegiatan 10Kegiatan 10Kegiatan 10KegiatanPenyusunan Kebijakanmengenai Manajemen danTata Laksana di lingkunganperadilan agama 1Dokumen 1Dokumen 1Dokumen 1Dokumen 1Dokumen
Jumlah aparatur yangmengikuti bimbingan teknisadministrasi Peradilan agama 3 orang 3 orang 3 orang 3 orang 3 orangPersentase ketersediaan datayuridiksi dan dokumenstatistik di lingkunganPeradilan agama yang akurat 100 % 100 % 100 % 100 % 100 %
Jumlah Lokasi operasionalpelayanan hukum kepadamasyarakat tidak mampu 10Lokasi 10Lokasi 10Lokasi 10Lokasi 10Lokasi
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2. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Pengadilan AgamaManna
Sasaran Program Indikator Target2015 2016 2017 2018 2019Dukungan manajemen dantugas teknis dalampelaksanaan tugas teknis

Tersajinya Kualitas laporankeuangan yang sesuai dengansisitem akutansi aparatur yangmengikuti pembinaan teknisperbendaharaan 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan
Terselenggaranya penyusunanlaporan pengelolaan pelaksanaananggaran 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen
Jumlah laporan pengelolaan sistemakuntansi pemerintah (SAP) 28 Laporan 28 Laporan 28 Laporan 28 Laporan 28 LaporanJumlah laporan penatausahaan,pembukuan verifikasi danpelaksanaan anggaran 200Dokumen 200Dokumen 200Dokumen 200Dokumen 200DokumenJumlah laporan penerimaan negarabukan pajak 32 Laporan 32 Laporan 32 Laporan 32 Laporan 32 LaporanTerselenggaranya pembayarangaji, tunjangan, operasional BadanUrusan Administrasi danPengadilan di LingkunganMahkamah Agung 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan

3. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Pengadilan Agama Manna
Sasaran Program Indikator Target2015 2016 2017 2018 2019Tersedianya sarana danprasarana aparatur padaMahkamah agung dan Badan-badan Peradilan di bawahnya Jumlah Pengadaan Tanah dilingkungan Mahkamah Agung - - - - -Jumlah Pengadaan Sertifikat Tanahdi Lingkungan Mahkamah Agung - - 1 Sertifikat - -Jumlah Pengadaan JaringanInstalasi di lingkungan MahkamahAgung - - - - -Jumlah Pengadaan IT/CTS diLingkungan Mahkamah Agung 1 Sistem - - - -Jumlah Pengadaan Buku Hukum diLingkungan Mahkamah Agung - - 100 Buku - -
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Jumlah Pengadaan kendaraanoperasional roda 4 untukpengadilan di lingkunganMahkamah Agung - - 2 Unit - 1 Unit
Jumlah Pengadaan Perangkatpengolah data dan komunikasi 3 Unit 12 Unit 10 Unit 10 Unit 10 UnitJumlah pengadaanperalatan/fasilitas (meubelair)kantor di lingkungan MahkamahAgung 1 Unit - - - 1 Unit
Jumlah pengadaan gedung kantordi lingkungan Mahkamah Agung 100 m2 - - - -

Untuk alokasi anggaran per kegiatan lebih detilnya ada pada matrik kinerja pendanaan terlampir.
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BAB V PENUTUPReviu Pertama Renstra Pengadilan Agama Manna disusun mengacu pada Rencana StrategisMahkamah Agung tahun 2015-2019, Rencana Pembangunan   Jangka Menengah Nasional2015-2019, Blue Print Mahkamah Agung khususnya yang terkait dengan roadmap tahun 2015-2020 dan arah pimpinan dalam pelaksanaan perencanaan strategis. Sehingga diharapkan hasilcapaiannya dapat diukur dan digunakan sebagai acuan dalam penyusunan Rencana KerjaTahunan Pengadilan Agama Manna. Selain itu penyusunan rencana strategis ini diharapkan sudahmengantisipasi dinamika hukum, politik dan sosial yang berkembang di Manna.Dalam pertama rencana strategis tahun 2015-2019 diuraikan hal-hal yang sudah dicapaiPengadilan Agama Manna pada tahun 2010-2014 yaitu adanya peningkatan ProduktifitasPenyelesaian Perkara, adanya penurunan  upaya hukum masyarakat pencari keadilan, adanyapenguatan akses terhadap pengadilan melalui kegiatan  sidang keliling, penyelesaian perkarabebas biaya dan pos layanan bantuan hukum, pelayanan terpadu identitas hukum melaluikegiatan sidang terpadu istbat nikah dengan Pemerintah Daerah dan Kementerian Agama,penguatan sumber daya manusia dan peningkatan sistem diklat dengan pembelajaran e-learning,pelaksanaan reformasi birokrasi, optimalisasi pengawasan.Dengan keberhasilan tersebut sudah barang tidak terlepas adanya permasalahan-permasalahan yang muncul disamping juga, penyederhanaan proses berperkara dan menekanbiaya berperkara, manajemen penanganan perkara, pembatasan perkara kasasi dan penguatanakses peradilan guna membantu masyarakatkan miskin dan terpinggirkan dalam memperolehkemudahan akses ke pengadilan.Guna menentukan arah kebijakan, tujuan dan sasaran kelembagaan, Pengadilan AgamaManna telah menetapkan Visi Terwujudnya Pengadilan Agama Manna Yang Agung danmenetapkan Misi yaitu meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan,meningkatkan mutu pelayanan peradilan yang transparan dan akuntabel yang didukungpelayanan yang berbasis IT, meningkatkan akses masyarakat terhadap keadilan.Pada rencana strategis tahun 2015-2019 Pengadilan Agama Manna telah menetapkan empattujuan yaitu terwujudnya kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan, terwujudnyapenyederhanaan proses penanganan perkara melalui pemanfaatan teknologi informasi,terwujudnya peningkatan akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan danterwujudnya pelayanan prima bagi masyarakat pencari keadilan. Sedang sasarannya adalahterwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel, meningkatkanpenyederhanaan proses penanganan perkara melalui manajemen sistem teknologiinformasi, meningkatkan akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan,meningkatkan pengelolaan manajerial lembaga peradilan secara akuntabel, objektif dan efisien,terwujudnya transparansi pengelolaan SDM lembaga peradilan berdasarkan parameter objektifdan terwujudnya pelaksanaan pengawasan kinerja aparatur peradilan secara optimal baik olehinternal maupun eksternal. Dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran yang diharapkanmaka diuraikan juga arah strategi, regulasi yang dibutuhkan, tata kelembagaan yang ideal, targetkinerja tahunan dan kebutuhan pendanaan.
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MATRIKS KINERJA DAN PENDANAAN 2015-2019
PENGADILAN AGAMA MANNA

Kode Program/
Kegiatan

Sasaran Indikator Kinerja
Kegiatan (IKK)

Target Indikasi Pendanaan Prioritas
(N, B,

K/L, -0-)

Tematik
(KPS, AP,

ARG, KSST,
MP3EI,
MP3KI,
MDG's,

MPI)

Rencana
2015

Prakiraan Maju Rencana
2015

Prakiraan Maju
2016 2017 2018 2019 2016 2017 2018 2019

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16005.01.01 ProgramDukunganManajemen DanPelaksanaanTugas TeknisLainnyaMahkamahAgung

01 Dukunganmanajemendan tugasteknis dalampelaksanaantugas teknis
1066 PembinaanAdministrasi danPengelolaanKeuangan BadanUrusanAdministrasi

4.177.160..000 4.804.973.000 5.125.000.000 5.650.000.000 6.250.000.000

001 Tersajinya Kualitaslaporan keuanganyang sesuai dengansisitem akutansiaparatur yangmengikutipembinaan teknisperbendaharaan
12Bulan 12Bulan 12Bulan 12Bulan 12Bulan 117.393.000 117.393.000 125.000.000 150.000.000 250.000.000

002 Terselenggaranyapenyusunanlaporanpengelolaanpelaksanaananggaran
1Dokumen 1Dokumen 1Dokumen 1Dokumen 1Dokumen - - - - -

003 Jumlah laporanpengelolaan sistemakuntansipemerintah (SAP) 28Laporan 28Laporan 28Laporan 28Laporan 28Laporan - - - - -

004 Jumlah laporanpenatausahaan,pembukuanveerivikasi danpelaksanaananggaran
200Dokumen 200Dokumen 200Dokumen 200Dokumen 200Dokumen - - - - -

005 Jumlah laporanpenerimaan negarabukan pajak 32Laporan 32Laporan 32Laporan 32Laporan 32Laporan - - - - -

006 Terselenggaranyapembayaran gaji,tunjangan,operasional BadanUrusanAdministrasi danPengadilan diLingkunganMahkamah Agung
12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 4.059.613.000 4.687.580.000 5.000.000.000 5.500.000.000 6.000.000.000
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005.01. 02 ProgramPeningkatansarana danprasaranaaparaturMahkamahAgung

01 Tersedianyasarana danprasaranaaparatur padaMahkamahagung danBadan-badanPeradilan dibawahnya

375.000.000 98.000.000 670.000.000 150.000.000 700.000.000

1071 PengadaanSarana danPrasarana diLingkunganMahkamahAgung 001 Jumlah PengadaanTanah dilingkunganMahkamah Agung - - - - - - - - - -

002 Jumlah PengadaanSertifikat Tanah diLingkunganMahkamah Agung - - 1Sertifikat - - - - 20.000.000 - -

003 Jumlah PengadaanJaringan Instalasidi lingkunganMahkamah Agung - - - - - - - - - -

004 Jumlah PengadaanIT/CTS diLingkunganMahkamah Agung 1 Sistem - - - - 40.000.000 - - - -

005 Jumlah PengadaanBuku Hukum diLingkunganMahkamah Agung - - 100 Buku - - - - 50.000.000 - -

006 Jumlah Pengadaankendaraanoperasional roda 4untuk pengadilandi lingkunganMahkamah Agung
- - 2 Unit - 1 Unit - - 500.000.000 - 300.000.000

007 Jumlah PengadaanPerangkatpengolah data dankomunikasi 3 Unit 12 Unit 10 Unit 10 Unit 10 Unit 35.000.000 98.000.000 100.000.000 150.000.000 200.000.000

008 Jumlah pengadaanperalata/fasilitas(meubelair) kantordi lingkunganMahkamah Agung 1 Unit - - - 1 Unit 100.000.000 - - - 200.000.000

009 Jumlah pengadangedung kantor dilingkunganMahkamah Agung 100 m2 - - - - 200.000.000 - - - -

005.04.08 ProgramPeningkatanManajemenPeradilan Agama
01 TerselesaikannyaPenyelesaianPerkara yangsederhanatepat waktu,Transparandan akuntabeldi lingkunganPeradilanagama

55.135.000 65.000.000 65.500.000 70.000.000 75.000.000
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1053 PeningkatanManajemenPeradilan 001 JumlahPenyelesaianAdministrasiPerkara (yangSederhana, danTepat Waktu) ditingkat Pertamadan Banding diLingkunganPeradilan Agama(termasuk yangdiajukanmasyarakat miskindan perkara yangdapat diselesaikan5 bulan)

642Perkara 750Perkara 780Perkara 800Perkara 830Perkara 1.635.000 1.500.000 - - -

002 JumlahPelaksanaansidang keliling danbantuanpembebasan biayaperkara dilingkunganperadilan agama
10Kegiatan 10Kegiatan 10Kegiatan 10Kegiatan 10Kegiatan 53.500.000 63.500.000 65.500.000 70.000.000 75.000.000

003 PenyusunanKebijakanmengenaiManajemnen danTata Laksana dilingkunganperadilan agama
1Dokumen 1Dokumen 1Dokumen 1Dokumen 1Dokumen - - - - -

004 Jumlah aparaturyang mengikutibimbingan teknisadministrasiPeradilan agama 3 orang 3 orang 3 orang 3 orang 3 orang - - - - -

005 Persentaseketersediaan datayuridiksi dandokumen statistikdi lingkunganPeradilan agamayang akurat
100 % 100 % 100 % 100 % 100 % - - - - -

006 Jumlah Lokasioperasionalpelayanan hukumkepadamasyarakat tidakmampu
10 Lokasi 10 Lokasi 10 Lokasi 10 Lokasi 10 Lokasi - - - - -


